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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun
2023. LKIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan
anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media
informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui
pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil

analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian
LKIP Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Paringin, Januari 2024

Sekretazis DPRD

Kabun Balangan

H.TAMRIN,S.Ag,SE;M.AP

NIP. 19731224 199403 007
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun

2023 telah menyajikan Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Balangan berkaitan dengan perencanaan kinerja tahun 2023. Secara umum

Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan telah mencapai target Renstra 2021-2026 sesuai

dengan sasaran yang di tetapkan.

Adapun sasaran strategis yang di targetkan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan adalah

“Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ”

sedangkan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM ) Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

Tabel IV.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

Data
Data Capaian | Target Akhir Capaian Target Terget Akhir
No Tujuan Indikator Tahun Awal [Periode Renstra Sasaran Indikator Tahun H RPJMD Keterangan
Awal
2071 2026 2021 2022 2023 | 2024 | 2035 2026
T 7 3 1 5 ] T T ) TI Iz I H 15
Tingkat Kepuasan : : (Meningkatnya Indeks Kepuasan ;
Meningkatkan pelayanan hg . m}’m Baik Baik Kualitas pelayanan  |Masyarakat ( TKM ) Baik 65 70 7 74 75 Lama
1 [Kepada Dewan Perwailan |- &% : Kepada Dewan DPRD Terhadap
¢ erhadap Pelayanan . ) ; .
[Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Perwakilan Rakyat  |Pelayanan Sekretariat
[Daerah DPRD
Meningkatnya Kualitas IKM Pelayanan kepada i y KM y kepadal s " Revisi sesuai
Layanan Sekretariat DPRD  SEMUA anggota Dewan Baik Baik Kualitas Layanan SEMUa anggota Dewan ;‘;ﬁ: 34,88 8408 | 8498 | 8518 85,50 80| g
Sekretariat DPRD
(Meningkatkan G e (Meningkatmya S - Revisi Sesua
N N Nj
2 |Akuntabilitas Kinerja l&mt“}‘:ﬁ'ﬁ'g%) Baik Sangat Baik |Akuntabilitas kinerja xﬂl‘l*:‘f'\':ﬂ:’."s'"ﬁm) Baik 65 70 7 74 75 7820  |Renja 2024 di
Sekretariat DPRD tia (a5 Sekretariat DPRD ra (Nt ss SIPDRI
Predikat BB| Predikat BB
Meningkatkan . " Meningkatnya . o
Akuntabilitas Kinerja o Akuniablis Baik Sangat Baik [ Alouncabilicas leinerja (¥} AKUMIMIGS ] 6y 15
Sekretariat DPRD erja (Nilai SAKIP ) Sekretariat DPRD erja ( Nilai SAKIP ) 7120 Realisasi
Baik | Predikat BB
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Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ada 2 ( dua ) program yang di fasilitasi
yakni :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Capaian Realisasi ;

-  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 87 % dengan
realisasi anggaran 32.430.508.942,- dari pagu anggaran 37.608.214.776,-
-  Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 84 % realisasi anggaran

23.146.694.214,dari pagu anggaran 27.536.147.700,-
Capaian Kinerja ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator
Meningkatkan akuntabilitasi kinerja Sekretariat DPRD dengan nilai SAKIP tahun 2022
72,20 dengan predikat BB. Target Capaian Renstra Sekretariat DPRD telah Tercapai.

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator
Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di semester II 84,98 dengan
predikat Sangat Baik Kumpulan dari 6 unsur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD
masih ada beberapa sub pelayanan yang memang masih kurang maksimal
memberikan pelayanan yang baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedepan terus menjadi perhatian perbaikan pelayanan terbaik memfasilitasi

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Faktor yang mempengaruhi ;

- Dukungan yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menunjang anggaran demi
terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa hal yang

perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ke depan, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja DPRD harus di sepakati Bersama internal DPRD sebelum
penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun berikutnya.

2. .Persetujuan bersama tahapan pembahasan raperda menjadi raperda yang di
sampaikan ke bagian hukum dengan tujuan tahapan pembahasan raperda sudah
ke tingatan hasil siap di perdakan.

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk fasilitasi kegiatan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
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4. Menyediakan Pakar ahli pendamping pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah
Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan
pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi
kesekretariatan,pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan
rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan
DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa
dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung
jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan
kinerja tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis
Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

Penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna
memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk
dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
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pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem

dan prinsip

Kabupaten Balangan dalam upayanya mewujudkan Good
governance dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Selain itu, LKIP tersebut juga amanat dari pertama Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat
(1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang
mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. kedua Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ketiga Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian, ASN yang ditugaskan pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan harus mampu mewujudkan Visi, Misi, Tujuan
dan Kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan, adalah :

Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat
Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi
serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan
Undang-undang 23 tahun 2014, adalah:

Menyelanggarakan Administrasi Kesekretariatan

a.
b. Menyelenggarakan Administrasi keuangan

O

Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta

i

Menyediakan dan Mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara

Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
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Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab
kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) hal ini sesuai
bunyi penjelasan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta
Kinerja Perangkat Daerah yang Optimal.

Sehubungan dengan itu Sekretariat DPRD sebagai Supporting
Sistem terhadap Prosedur dan tata kerja Alat Kelengkapan DPRD

perlu memberi dukungan baik dukungan teknis, administratif,

dan keahlian.

Dukungan tersebut perlu diaplikasikan dalam RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) butuh kurun waktu 20
Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)
butuh kurun waktu 5 Tahun, RKPD/RENJA (Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahunan/Rencana Kerja SKPD untuk 1
tahun maupun rencana Strategi yang sejalan, selaras dengan VISI,

MISI, dan RPJPD, RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
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2. Isu isu Strategis

Prioritas Laporan Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor
permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi
dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan
efisien. Faktor- faktor permasalahan merupakan faktor-faktor yang
sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang
mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat
tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-
faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan
dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan
eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan
tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan
dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor
inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan akan dapat diupayakan secara
maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
untuk dicapai.

Adapun permasalahan strategis yang ada pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Balangan dapat kami rumuskan sbb:

1. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam
pemahamantugas pokok dan fungsi;

2. Daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD
sering terjadimis komunikasi;

3. Belum tersedianya sarana Gedung arsip,tempat penyimpanan barang milik
daerah serta aula rapat Paripurna yang cukup menampung tamu dan
undangan kapasitas 600 undangan.

4. Belum tersedianya tenaga akar ahli untuk mendampingi dan memeri
masukan positif terhadap tugas dan fungsi DPRD;

5. Terjadinya miss komunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang
pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan

yang digunakan;
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6. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh
kinerja kegiatan;

7. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan, alat
kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja
sekretariat DPRD menjadi terganggu;

8. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan;

3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 11
Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat DPRD
merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dibantu
oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, dan masing-masing bagian dibantu oleh 2
(dua) Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Bagian dan
Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD, dipimpin oleh Sekretaris (Eselon II.b) yang secara tehnis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan Administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan Funsi DPRD, serta menyediakan dan
mengkoodinasikan tenaga ahliyang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3. Fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; dan

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023




4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga)

Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon IIl.a) dan

masing-masing bagian dibantu oleh 2 (dua) Jabatan Fungsional

(Eselon IV.a)

B. Bidang Umum dan Keuangan

(1) Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas

menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan

administrasi umum, program dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian di bidang program dan keuangan; dan
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian di bidang umum.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagai berikut:

a.

b.

C
d.

®

™

menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

mengelola administrasi keanggotaan DPRD;

memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;

g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhanrumah

[—h

tangga DPRD;

. menyelenggarakan pengadaan dan

pemeliharaansarana danprasarana DPRD;

menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi
tanggung jawab DPRD;

menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga

Sekretariat DPRD;
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m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan,

Anggota dan Sekretariat DPRD;

p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;

r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Sekretariat DPRD;

s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan
Sekretariat DPRD;

t. mengevaluasi pengadministrasian danakuntansi
keuangan Sekretariat DPRD;

u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan

v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 5.

Bidang Umum dan Keuangan terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
Pasal 6
(1) Sub Bidang Umum mempunyai tugas mengelola surat
menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah
tangga, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset
dan administrasi kepegawaian.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas
Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD dan alat
kelengkapan DPRD lainnya;

b. melaksanakan kearsipan;

c. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian;

d. menyusun dan  melaksanakan rencana  kerja
operasional kegiatan pelayanan administrasi

kepegawaian;
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e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
menganalisis kebutuhan dan merencanakan
penyediaantenaga ahli;

g. menyiapkanbahan administrasipembuatan daftar
Urutkepangkatan dan formasi pegawai;

h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor
komplek Sekretariat DPRD;

i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di

komplek Sekretariat DPRD;

j. mengatur dan mengelola keamanan komplek
Sekretariat DPRD;

k. memfasilitasi penyiapan tempat, konsumsi, daftar
hadir dan sarana rapat dan pertemuan;

l. menyiapkan, menerima, mengendalikan dan
mengarahkan delegasi masyarakat, dan/atau unjuk
rasa;

m. mengadakan barang dan jasa kebutuhan
perlengkapansekretariat DPRD;

n. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

o. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;

p- menyediakan,mengurus, menyimpan dan
mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

q. mengatur pemeliharaandan pengelolaan bahan
bakarkendaraan dinas di Sekretariat DPRD;

r. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para
pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat
DPRD;

s. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan
gedung;dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas

dankewenangannya.
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Pasal 7

(1) Sub Bidang Program dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan rencana
kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan
dan pelaporan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
a. menyusun bahan perencanaan;
b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) baik murni

maupun perubahannya;

0

memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

a

memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

o

melaksanakan dan merencanakan pemverifikasian keuangan;
memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;

g. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengajuan Surat

Perintah Pembayaran (SPP) dan

(3) Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)/ Ganti
Uang (GU)/Tambahan Uang (TU)/Belanja Langsung (LS);
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a. merencanakan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;

b. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

c. mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Bendahara dalam pelaksanaan
belanja dan pertanggungjawaban keuangan;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan,
Anggota dan Sekretariat DPRD;

e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja SKPD
(Renstra), Rencana Kerja SKPD (Renja), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja;

f. menyusun dan membuat dokumen pelaporan
keuangan semester dan akhir tahun, SAKIP, LAKIP,
LKPJ, LPPD dan laporan keuangan lainnya;

menganalisis laporan keuangan;

0

h. menganalisis laporan kinerja;

i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
Pasal 8

Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan

(1) Bidang Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai
tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan kegiatan
penyiapan dan fasilitasi persidangan serta penyiapan
peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bidang Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai
fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan,
pengaturan dan pengendalian di bidang kajian
perundang-undangan; dan

b. penyusunan program, koordinasi dan pembinaan,
pengaturan dan pengendalian di bidang persidangan,

risalah dan publikasi.
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(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagai berikut :
a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan

peraturan daerah;

c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf
Raperdainisiatif;

d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk

penyusunan peraturan perundang-undangan;

mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;

memfasilitasi penyelengaraan persidangan;

menyusun risalah rapat;

> @ & oo

mengoordinasikan pembahasan Raperda;
i. memverifikasi, mengoordinasikandan mengevaluasi
daftar Inventaris Masalah (DIM);

memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

m o

menyelenggarakan hubungan masyarakat;

fa—

menyelenggarakan publikasi;
m. menyelenggarakan keprotokolan; dan
n.

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas
dankewenangannya.

Pasal 9
Bidang Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Hukum dan Kajian Perundang-undangan; dan
b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
Pasal 10
(1) Sub Bidang Hukum dan Kajian Perundang-undangan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian
hukum dan perundang- undangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. melaksanakan kajian hukum dan perundang-undangan;
b. melaksanakan fasilitasi penyusunan Naskah
Akademik dandraft perda inisiatif DPRD;
c. membuat konsep penyiapan bahan draft perda inisiatif DPRD;
d. menyusun bahan analisis produk penyusunan
perundang- undangan;
e. melaksanakan fasilitasi Program Pembentukan

) Peraturan_ Daerah (Propemperda), dan inventarisasi
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prioritas produk hukum;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pembicaraan tingkat I
dan pembicaraan tingkat II Raperda selain yang
mengatur berkenaan APBD;

g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD;

h. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);

i. membuat draft peraturan DPRD, keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Alat
Kelengkapan DPRD lainnya; dan

j- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas
dan kewenangannya
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Pasal 11
(1) Sub Bidang Persidangan, Risalah dan Publikasi
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi
persidangan, penyusunan risalah serta publikasi kegiatan
DPRD.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
d. memfasilitasi rapat-rapat dan merencanakan kegiatan DPRD;
e. memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan
penetapanrancangan Rencana Kerja DPRD;
f. menyusun, mengoordinasikan dan mengelola
bahankomunikasi dan publikasi;

melaksanakan administrasi kunjungan kerja DPRD;

0

h. merencanakan, menyusun dan
menyiapkan  keprotokolanpimpinan DPRD;

i. menghimpun kegiatan DPRD untuk diinformasikan
dandipublikasikan di media gambar, cetak, elektronik
dan website; dan

j- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

C. Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 12

(1) Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai
tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan
penyiapan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan
mempunyai fungsi :

a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian di bidang fasilitasi penganggaran; dan

b. menyusun program, koordinasi, pembinaan,

pengaturan
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dan pengendalian di bidang fasilitasi pengawasan.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagaiberikut :
a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan

pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;

b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
Pembahasan APBD /APBDP;
c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan

pembahasan Raperda pertangung jawaban pelaksanaan
APBD;

d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis
enam bulan berikutnya;

e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban

kepala daerah;
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f. memfasilitasi, mempverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI;

g. memfasilitasi, memverifikasi,dan mengoordinasikan
aspirasimasyarakat;

h. memfasilitasi, @ mengoordinasikan dan mengevaluasi
rumusan rapatdalam rangka pengawasan;

i. memfasilitasi, mempverifikasi, dan mengoordinasikan
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

j- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pengawasan pelaksanaan kebijakan;

. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
persetujuan kerjasama daerah; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai
tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan
penyiapan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan
mempunyai fungsi :

a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian di bidang fasilitasi penganggaran; dan
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b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian di bidang fasilitasi
pengawasan.

(6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagaiberikut :

a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;

b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan

Pembahasan APBD /APBDP;

c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan Raperda pertangung jawaban pelaksanaan
APBD;

d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis
enam bulan berikutnya;

e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban
kepala daerah;

f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI;

g. memfasilitasi, memverifikasi,dan mengoordinasikan

aspirasi masyarakat;

h. memfasilitasi, @ mengoordinasikan dan mengevaluasi
rumusan rapatdalam rangka pengawasan;

i. memfasilitasi, mempverifikasi, dan mengoordinasikan
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

j- memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

k. memfasilitasi, mempverifikasi, dan mengoordinasikan
pengawasan pelaksanaan kebijakan;

. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan
persetujuan kerjasama daerah; dan

n. melaksankan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023

[Date] I



Pasal 13
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
a. Sub Bidang Fasilitasi Penganggaran; dan

b. Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan.

Pasal 14
(1) Sub Bidang Fasilitasi Penganggaran mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi
penganggaran.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi
pembahasan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS
Perubahan;

b. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi fasilitasi
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
Raperda APBD /APBDP;

c. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II
pembahasan Raperda pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD;

d. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi
pembahasan laporan semester pertama dan prognosis
enam bulan berikutnya;

e. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi
pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban
kepala daerah;

f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keungan Republik
Indonesia (BPK RI); dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas

dankewenangannya.
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Pasal 15
(1) Sub Bidang Fasilitasi Pengawasan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan dan fasilitasi
pengawasan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaiberikut :
a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD yang
berkaitandengan pengawasan DPRD;
c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan
kode etik DPRD;
d. menganalisis bahan dukungan pengawasan
penggunaananggaran;
e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
memfasilitasi reses DPRD;
g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan
pejabatpemerintah dan masyarakat;
h. menganalisis data/bahan dukungan dan laporan

jaringan aspirasi masyarakat;
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i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;

j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
k. memfasilitasi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) DPRD;
. membuat laporan hasil evaluasi pengawasan DPRD; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang

tugas dankewenangannya.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Balangan berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 11
Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Tabel I. Struktur Organisasi Lama

Sekretariat DPRD Balangan

SEKRETARIS
DPRD
BAGIAN
BAGIAN FASILITASI
PERSIDANGAN
PERUNDANG PENGAWASAN
UNDANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN ERINN [
PENGANGGARAN
KEUANGAN HRDENE AT
SUB BAGIAN BB
SUB BAGIAN PERSIDANGAN ?Rsm#glsllw
UMUM RISALAH PENGAWASAN

DAN PUBLIKASI



Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan
Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan
Organisasi , Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah = Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ,dapat di lihat dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 11
SEKRETARIAT DPRD PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
KABUPATEN BALANGAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

JABATAN FUNGSIONAL
B I 1 1 I

| 1 | 1 1
1 1 1 1 1
3 AR T Pmrias BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN UNDANGAN DAN PENGAWASAN
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

PATI BALANGAN /

? H. ABDUL HADI




SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten
Balangan jumlah personil yang berstatus sebagai pegawai ASN
berjumlah 22 orang pada kondisi Per Desember 2023 dengan rincian

sebagai berikut

No Jabatan Formasi | Terisi [Keterangan

1. | Eselon II 1 1 -

2. | Eselon III

3. | Jabatan Fungsional 6 6 -

4. | Fungsional Umum 12 12 -

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 22 orang jika

dirinciberdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No. Jabatan Laki - laki Wanita Jumlah
1. | Magister S — 2 4 3 7
2. [Sarjana S -1 4 3 7
3. [Sarmud/ DIII 2 1 3
4. |SLTA 4 0 4
5. [SLTP 1 - 1
Jumlah 15 7 22

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/

golongan dapat dirinci sebagai berikut:



Z
°

Jabatan

Laki -
laki

Wanita

Jumlah

Golongan IV /c

Golongan IV /b

Golongan IV/a

a1

Golongan III/d

—

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

Golongan II/d

O ©f N & af H| Lf b =

Golongan II/c

—
o

Golongan II/b

= N N o] Wl W

—_
[

Golongan II/a

—
N

Golongan I/d

Jumlah

16

22




4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKIP SekretariatDewan Perwakilan

RakyatKabupaten Balangan, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN:

Pada bagian ini dijelaskan Informasi Umum tentang latar belakang,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran
Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur
Organisasi serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Gambaran Singkat mengenai Rencana
Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja mencakup
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Tahun Anggaran

2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Dbagian ini menguraikan hasil pengukuran kinerja,
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini, Analisa
penyebab keberhasilan / kegagalan, Analisis penggunaan sumber
daya dan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta realisasi

anggaran.

BAB IV. PENUTUP
Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



BAB 1II
PERENCANAAN KINERJA

1. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.
Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Penetapan Kinerja yaitu dalam
rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas
pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun
demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai
program utama organisasi, yaitu program- program yang dapat
mengambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu
strategik yang sedang di hadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan sasaran dan target
kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026
dan IKU Pemerintah Kabupaten Balangan, Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2023. Target Kinerja tersebut
merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun
2023. Target Kinerja pada tingkat saasaran strategis akan dijadikan
tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya
pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah
Kabupaten Balangan untuk mencapainya dalam Tahun 2023.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 dimaksud disusun berdasarkan
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk
teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revisi atas

laporan kinerja instansi pemerintah.



Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan dan
Kepala Bagian serta pejabat JF maupun pelaksana telah
menyesuaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian
Kinerja Peruabhan 2023 telah di susun berdasarkan pohon
kinerja yang telah di tetapkan berdasarkan hasil evaluasi

menpan RB seperti pada Tabel berikut:



POHOM KINERJA SEKRETARIAT DPFRD

Meningkatiy.a Kuakitas Layanan Sekr=tasiat DPRD

KM Pelayanan kepadasemua anggeta Dewan

Meningkatnya Pelayanan Fasiitas Peng=miangan
Kapasitas Anggota DPRD

Perssntme Hail Pengembangan kapasitas anggota
DPRD

Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan
kapasitasyang efektif

Jumilah Anggeta yang dilatih dan

Meningkatnya Pelay anan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas Anggota DERD

Pursentase Hasil Pelaksanaoan Tugas

Parzentase fasilitasi pel skeanaan tugas
anggota DPRD yang sesuai standart {
kehadiran sesuasi Quarumhasil
rsknm endas |

Penjadwalan Rapat Banmus fRapat Aat
kelengkapan dewan lainnya

Meringhatnya peday anan Fasilitas Rapat Pemyusunan
dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan
Daerah

Persentase fmilitasi rapat penyusunan dan
pembahasan program pembentukan peraturan
daersh yang sesuai standar

Mengoptimalkan rencana kerja penyusunan dan
pembahasan pregram pembentukan peraturan
daerah

Persentase rencana kesja yang ter ealisasi { sesu
rencana )

. Tersimunnya ladwal rapat kerga susunmya Lagaran R
ki DeRD DeRD

i I - Jumilah laporan hasil rapat & das yang di Jumitah

urmlgh Pelatihan yang Teraksana BERD i oenD B




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HTAMRIN,S.Ag SE M.AP

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.|.Kom

Jabatan : BUPATI BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 10 Januari 2023

H.ABDUL HADI, $.Ag, M.l Kom
NIP. 19731224 19940\ 007



LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD KAB.BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

KINERJA UTAMA

NO (SASARAN STRATEGIS) INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan Pelayanan - Tingkat Kepuasan 70 IKM

Kepada Dewan Perwakilan Anggota DPRD

Rakyat Daerah Terhadapa

Pelayanan
| Sekretariat OPRD
- Peningkatan Nilai 73 Nilai
SAKIP
|
|

No Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Rp.32.164.464.426 - APBD

Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten /

Kota
2. Program Dukungan Rp.15.309.211.900,- APBD

Pelaksanaan Tugas

dan Fungsi DPRD

Total Rp.47.473.676.326,- APBD

Paringin, 10 Januari 2023




PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang elektil, ransparan dan
akuritabel sefla besorientasi pada hasil, kami yang bertanda Langan dibawah ini -

Matia : H.TAMRIN, S.Ag, 5E,M.AP
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN
selanjulnya disebut pihak pertama

Marma *H. ABDUL HADI, 5.Ag, M.ILKom
Jabatan : BUPATI BALAMNGAN
selaku alasan pihak perlama, selanjulnya disebul pihak kadua

Pihak pertama berjanji akan mewujodkan target kineffa yang seharushya sesual
larmpiran perjanjian v, dalam rangka mencapal larget kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan seria akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin,  Seplember 2023
Pihak Kedua Pihiak

H. ABDUL HADI, 5.A9. M.l.LKom

NIP. 19731224 193403 1 007



LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS DPRD KAB. BALANGAN
PERJAMNJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPFRD KABUPATEN BALANGAN

KINERJA UTAMA
NO {SASARAN STRATEGIS) INDIKATOR KINERJA TARGET
[L)] (2 (3). )
1. | Meningkatrya Kualitas - IKM Pelayanan 84,88
Layanan Sekretarial DPRD kepada semua

anggola Dewan

Mo Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Rp.33.111.314.776,- AFBD
Urusan Pemerintah
Daerah Kabupaten /
Kota
2. Program Dukungan Fep. 27.533.047.700,- AFBD
Palaksanaan TLIgE'I.‘.'“
dan Fungsi DPRD

Total Rp.62.644.362.476,- AFED

Parirwgin, September 2023

Pihak Kedua

7

H. ABDUL HADI, 5.Ag, M.L.Kom




RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat
DPRD Kabupaten Balangan Balangan mempunyai rencana
strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (output) dan
hasil (outcomes) yang ingin dicapai selama kurun waktu S (lima)
tahun yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Renstra Revisi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan mencakup
visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai
tujuan dan sasaran yang telah di sesuaikan dengan cashcading
revisi hasil dari evaluasi Menpan RB.

a. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut
ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan
agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovativ, serta produktif. Visi merupakan suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi
pemerintah. Rumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten

Balangan Balangan yaitu:

”Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Maksud Visi tersebut sebagai berikut :

Visi ini mencerminkan upaya untuk lebih mengoptimalkan
pelayanan perubahan yang lebih baik lagi , sehingga mampu
mengoptimalkan peran public relation-nya untuk
menciptakan pelayanan yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat
DPRD Kabupaten Balangan yang menggambarkan hal yang
harus dilaksanakan, yaitu :

e Mendorong tercapainya produk hukum DPRD yang berkualitas;

e Menyediakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas;

e Menyempurnakan uraian tugas dan pedoman kerja;

e Mengelola dokumen, informasi dan risalah sidang DPRD;

e Mengemban hubungan harmonis antara Legislatif dan Eksekutif agar

produktif;



b. Tujuan
Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Sekretariat DPRD

Kabupaten Balangan maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:
1. Tercapainya produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada rakyat

2. Tercapainya pelayanan yang lebih optimal

3. Peningkatan kinerja dan etos kerja karyawan

4. Menyediakan referensi, informasi data yang lebih lengkap dan akurat
5. Menciptakan suasana kondusif antara legislative dan eksekutif dalam

penyelenggaraan pemerintahan

C. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan adalah:

“ Meningkatnya kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD “

d. Strategi dan arah kebijakan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang
diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah
langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran
Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam
berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan
proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu
rencana.

Program Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten
Balangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.



Keterkaitan Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran

Visi : Membangun desa menata Kota menuju Balangan yang lebih baik,maju

dan sejahtera

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

/ IKU
Ke Empat " Meningkatkan Meningkatnya Indek Kepuasan
Meningkatkan | Kualitas Reformasi | Kualitas layanan Masyarakat
Kualitas dan Birokrasi Sekretariat DPRD Kepada Semua
Layanan Anggota DPRD
Birokrasi
Pemerintah
Sebagai Abdi
Masyarakat "

2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATENBALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak
menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang
memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang
dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresikan
nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja,
baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan
merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Dengan demikian Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Balangan Tahun 2023 pada dasarnya pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana kinerja tahunan tahun 2023 merupakan dokumen
yangmenyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai

pada tahun 2023.




sebagai mana penetapan kinerja tahun 2023, Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan telah membuat penetapan kinerja sesuai
dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini
merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun 2023, namun dalam penyusunan LKIP tahun 2023,
sasaran yang akan dianalisis adalah sasaran yang tercantum
dalam dokumen Rencana Strategis yang merupakan Gambaran
Sasaran  Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang
sebenarnya, adapun secara rinci Penetapan Kinerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat dalam

Lamplran .
Tabel IV.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026
Data
Data Capaian | Target Akhir Capaian S Terget Akhir
No Tujuan Indikator Tahun Awal (Periode Renstra Sasaran Indikator Tahun arge RPIMD Keterangan
Awal
2021 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I Z 3 q 5 [] 5 ¥ 10 1T | ) K] 15
Tingkat Kepuasan . Meningkatnya Indeks Kepuasan
Meningkatkan pelayanan mg ota Dl?RD Baik Baik Kualitas pelayanan |Masyarakat ( IKM ) Baik 65 7 72 i) s Lama
1 |Kepada Dewan Perwakilan |+ 5! Kepada Dewan DPRD Terhadap
N Terhadap Pelayanan . N ~ .
Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Perwakilan Rakyat  |Pelayanan Sekretariat
’ Daerah DPRD
Meningkatnya  Kualitas IKM Pelayanan kepada Meningkatnya M) e i Revisi sesuai
Layanan Sekretariat DPRD  SeMUua anggota Dewan Baik Baik Kualitas Layanan Semua anggota Dewan ) Bnigk 84,88 8498 84,08 85,18 85,50 casheading
iat DPRD
Meningkatkan i - Meningkatnya o . Revisi Sesua
Nilai A N Nilai
2 |Akuntabilitas Kinerja K::'; ‘:E”\‘:f,:"s“,‘";m,) Baik Sangat Baik | Akuntabilitas kinerja K::'; :kl"\‘:::"s‘“'gm) Baik 65 ) 7 7 75 Renja 2024 di
Sekretariat DPRD Hia (a5 Sekretariat DPRD Ha (52 SIPDRI
Predikat BB| Predikat BB
Meningkatkan - Meningkatnya . .
Akuntabilitas Kinerja ;{::" ‘k“:'rh'ls":;m Baik Sangat Baik |Akuntabilitas kinerja ‘I\(::" ‘k“:':'bllsm;;m 63,15
Sekretariat DPRD eria (Nilai SAKIP ) Sekretariat DPRD erja (Nilai SAKIP ) 71,20 Realiszs
Baik | Predikat BB




BAB III

KINERJA INSTANSI

Kinerja Instansi adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah
berorientasi pada hasil atau outcome bukan berorientasi pada anggaran
(input) atau kegiatan (output). Pada umumnya instansi pemerintah
bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang
memadai. Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya
semata-mata berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap
atau banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan
dianggap berhasil dilaksanakan jika mampu menyerap anggaran lebih
dari 95% atau pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana selesai
100% tanpa mengaitkan dengan manfaat yang seharusnya diperoleh atau

dirasakan masyarakat atau stakholdersnya.

Pola pikir kemudian berubah dimana instansi pemerintah mulai
merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat dan mengukur capaian dan melaporkan kinerjanya secara
periodik. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini
mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing

kegiatan serta hasil (outcome) yang dicapai dan selama tahun 2023.

Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) Program yang di fasilitasi oleh
Sekretariat DPRD Balangan sebagai wujud penerapan PMd 90 tahun 2019
dan Pemutakhiran Kepmen O0350-5889 tahun 2023 ada beberapa sub
kegiatan yang menyesuaikan Maapingnya dari perubahan Peraturan
Menteri Dalam negeri yang berlaku sebelumnya.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang
terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, Pengukuran, Evaluasi dan
Analisis yang disajikan dalam LKIP ini lebih fokus pada realisasi
sasaran. Secara umum Kkinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan
telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan

dalam keberhasilan pencapaian sasaran.



Hal ini dapat terlihat dari dibawah ini :

Tabel TC- 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

Tujuan

Sasaran Indikator

Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke

Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat DPRD

Meningkatnya Nila SAKIP

i Nilai SAKIP
Sekretariat DPRD

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP
65 70 72 74 75 75
Realisasi Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke
2021 2022 2023 2024 2025 2026

63,15 71,20

Dari hasil LHE 2022 tentu masih banyak yang perlu di perbaiki dan di

tindak lanjuti sesuai arahan Tim evaluator AKIP SKPD seperti dalam

tindak lanjut LHE berikut ini

TINDAK LANJUT PERBAIHAN ATAS

( SOP dalam Lampiran )

EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

SEHRETARIAT DPED HARUPATEN BALANGAN

¥0o HASTL R EROMEND ASL TINDAE LANJUT | TANG GAPAN
1 Pememconomn Kimerje : Ferameononn Bimarje
A Margrumun don Marataogion 30F pedomen talmispwmanass Talsh memyums don manasplkon 30F pad aman alois parensanann

Aper tardopet TRU di dalem dokuman Ranswa n}_'l:_-:: penaepen IRT

bark slemjuser mlomma 1 Pacdsds FPJMD aten Raretra | 5 el ). IKD

harus cecued darmer: o pwt inaria yorg ck on & copes.

Aper orpwt mEnimal yery dimtopken pada rerga ol danpen Ransra

Tor st proving, don rensas pembamnen jaykn meranmrh ool
RPJMKE |

Famguinrer Kinaje

Marpumun dex Manetapkan 30F pedoman iz pargulnr an kinars

A mrdepat pergelasen dackrip = star Enejs den s messndor

indtor linars pada rensens kerja SEFD

pommiarion, | prrpussnpen) i Knas) pangacdo
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Sebagai perwujudan dan implementasi perbaikan kualitas pelayanan
Sekretariat DPRD Balangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah juga terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pelayanan tersebut, ada 6 ( enam ) unsur penilaian IKM di Sekretariat
DPRD Balangan yang di kumpulkan untuk dapat diambil nilai unsur

penilaian rata- rata sesuai

berikut:

kategori penilaian pelayanan sebagai

I 81 - 100 Sangat Puas

II 61 - 80 Puas

11 41 - 60 Cukup Puas

v 21 - 40 Kurang Puas
0-20

v

Kurang Puas

Berikut progress capaian IKM yang di capai oleh Sekretariat DPRD :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

No Tujuan

Sasaran

Indikator

Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke

2021

2022

2023

2024 2025

2026

1 Meningkatkat Kualitas

Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Kualitas
Layanan Sekretariat DPRD

IKM Pelayanan

IKM IKM IKM IKM IKM IKM
kepada semua
65 70 84,88 84,98 85,18 85,50
anggota Dewan
Realisasi Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nilai IKM Nilai IKM Nilai IKM
68,42 84,88 84,98




PERBANDINGAN TARGET NILAI IKM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN DENGAN
SEKRETARIAT DPRD PROPINSI KALSEL

120 o o 100
100 2 84.8894 84.9 85.1 85.5
80 70
60
40
20
0
2022 2023 2024 2025 2026
m KABUPATEN m PROPINSI
Diagram 3.1
PERBANDINGAN REALISASI IKM SEKRETARIAT DPRD
BALANGAN DAN SEKRETARIAT DPRD PROPINSI
KALSEL
93.67 93.42
100 84.88 84.25 84.98
80 68.42
60
40
20
0
2021 2022 2023

B KABUPATEN BALANGAN B PROPINSI

Indikator kinerja utama dilingkungan Sekretariat DPRD Kab.
Balangan ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2014
tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Balangan
Nomor 3 tahun 2008 tersebut disusun dengan mengacu pada rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator kinerja
utama ini juga menggambarkan Dua program utama yang difokuskan

pada ;



CAPAIAN INDIKATOR KINERIA UTAMA ( IKU )
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

INDIKATOR KINERJA |TARGET IKU AKHIR] REALISASI |TARGET IKU REALISASI TARGET REALISASI | TARGET REALISASI TARGET REALISASI

NO
UTAMA RENSTRA TAHUN 2022 2023 TAHUN 2023 IKU 2024 | TAHUN 2024 | IKU 2025 | TAHUN 2025 | IKU 2026 | TAHUN 2026

IKM Pelayanan kepada

semua anggota Dewan 85,50 84,88 84,88 84,08 84,98 85,18

0
o
tn
=]

Capaian IKU di dukung oleh enam (6 ) unsur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD

Seperti terlihat pada Perhitungan jumlah IKM ini meliputi penilaian pada kegiatan:

(1) Kajian dan Perundang-undangan

—
Do
—

Bagian Fasilitasi Penganggaran

—~
w
—

Bagian Risalah , persidangan dan Publikasi

Bagian Umum Rumah Tangga

=)
Ny
—

(5) Fasilitasi Pengawasan

(6) Bagian Program dan Keuangan

Tabel Layanan dapat di lihat di bawah ini :



a. Layanan Perundang-undangan

LA BT R P RS M LR TR AR AT LA R A PRI I M ML M B SR
Mo Urud Joso Kalamie ILbw i [ Ly arar
ui w u u4 us w ur ua L]
1 Lakidas = E1  Fimpinan DERT 4 4 4 4 4 3 4 3 3 Fan roang-ntangan
F L il B 51 Pimpinan DERT a a a a 4 3 3 3 3 Fain Mo il
3 Lakdad il ALTA Fimginan DFRL 4 4 4 4 4 3 3 3 3 FanrcangHancangan
4 Lakdad = = Arapoi 4 4 4 4 4 3 4 3 3 Fanrdang-uncarga
5 Fanapen 4= AT | Angpos 4 4 4 4 4 3 4 3 3 Fan roang-ntangan
B L il a5 = Ao a a a a 4 3 4 3 4 Fain Mo il
T Poermpen -} &= Aot 4 4 4 4 4 3 4 3 4 Fanrdangoncangan
8 Lakidak 5 5= Ao 4 4 3 4 4 3 4 3 4 Fan roang-ntangan
9 Lakidak x5 = Arapo F F 3 F 3 3 4 3 4 Fan roang- ntangan
0 Lasdas = ATA ol =] 4 4 3 3 3 4 4 3 4 FanrcangHancangan
1 perepuen 40 ATA | Angom 4 4 3 3 3 4 4 3 4 Fanrdang-uncarga
12 Lakidak &5 1 Ao 4 3 3 3 3 4 4 3 3 Fan roang-ntangan
13 Lakdak =3 51 Ao a a 3 3 3 4 3 3 3 Fain Mo il
H  Faempaen = & ol =] 4 4 3 3 3 3 4 3 3 FanrcangHancangan
15 Poorpuan I = Arapoi 4 4 3 4 3 4 4 3 3 Fanrdang-uncarga
5 Lakidak ] 1 Ao 4 4 3 4 3 4 4 3 3 Fan roang-ntangan
7 Lakdak 5 51 Ao a a 3 a 3 4 3 3 3 Fain Mo il
B Lakdas 45 & ol =] 4 4 3 4 3 4 3 3 3 FanrcangHancangan
B Lakdas 40 = Arapoi 4 4 3 3 3 4 3 3 3 Fanrdang-uncarga
A Lokl ] AT | Angpos 4 4 3 3 4 4 3 3 3 Fan roang-ntangan
| L il =] BHTA Ao a a 3 3 4 4 3 4 3 Fain Mo il
Z Lokl & &= Aot 4 4 3 3 3 3 4 4 3 Fanrdangoncangan
T Lasddal 5 BHTA Ao a a 3 a 4 4 4 4 3 Fain Mo il
H Lakidal 47 aATA Aot 4 4 3 3 4 4 4 4 4 Fanrdangoncangan
25 Lakidas 5 AT | Angpos 4 4 3 4 3 4 3 4 4 Fan roang-ntangan
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b. Layanan Fasilitasi Anggaran

_ MULAS TR FOEPLASE M WA SRS AR AT LA WAM AN F RS LT RS MGG AM A
Mo Ured Janes Kalamin L
ui m um ua us L1 ur us w
1 Lakdad = E1  Pimpinan DEFT 4 3 3 4 3 3 £l 3 F
Z Lakdad B & Fimginan DFFL 4 3 3 4 4 Fl 3 3 7 SrgRran
3 Lakdad - SLTA Pimginan DERT 4 3 3 4 4 3 4 4 i gy
4 Lakdad = = SR 4 3 3 4 4 4 3 4 7 SRR
5 PoaTpen 48 BTh | drepen 4 3 3 3 4 4 4 4 z S
B Lakidlak 45 &= SR 4 3 3 3 4 4 Fl 4 4 SRR
T Paerpaen B E Arpoi 4 3 3 3 Fl 4 4 4 Fl SR
8 LaMdaK = = Arapot 4 3 3 3 4 4 3 4 4 o X
S Lakdad B E== Arpoi 4 3 3 3 3 3 3 4 Fl SrgRran
0 Lakdald 2 BTh | drepen 4 4 3 3 3 3 3 4 3 S
M peenepRn O BELTh SR 4 Fl 3 3 3 4 Fl 4 3 SRR
12 Lakidald 45 E ArpoR 4 4 3 4 £l 4 4 4 £l SrggRran
13 Lakidak = £ SR 4 Fl 3 4 4 4 Fl 4 3 SRR
H  Poeroen =] E ArpoR 4 4 3 4 £l 3 4 4 £l SrggRran
15 P i = SR 4 3 3 4 3 a Fl 4 3 fogien 2=y
5 Lakidak Su) =1 ArapoR 4 3 3 4 3 3 3 4 Fi ERR
T LaddaM e = Arpen 4 3 3 4 z 4 3 4 4 IR
L] Lz ALk 45 &1 Ao 4 ] ] 3 z 4 ] 4 [
B Laddss .l E1 | Angon 4 3 3 3 4 3 z 4 4 ==
D Lakidak o BTA | Aok 4 3 3 3 4 3 z 4 4 B
H Lakdald =1 | ETh Arpoi 4 3 3 3 4 3 3 4 4 SrgRran
2 Lakdak o = Arapos 4 3 3 3 4 3 3 4 4 B
= Lakdad = ETh Arpoi 4 I 3 4 3 3 3 4 4 SrgRran
3 Lakdad & RO 4 z 3 4 o 3 3 4 4 By
2 Lakdak 2] BTA | Aok 4 3 3 4 o 3 3 3 4 B
JIE M i Par Lo w00 TE & & T = = L =
Ml Mt Mt A0 iz .00 BE2 aie S4B BB BEE B
Mol M it -Mata Bartmimng o4 LE- LE-] oxe axe Lk} L] o4 LE- 133
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c. Layanan Risalah dan Pelaporan
_ LA AR TS L KU ASEN MAST SMARA T LAY AMAN MISA LA H DA N PELAFIH AN
M Urud Jems Kalame U Lommm
un uz ua g LIE] us ur ua us
1 [ =R =] & Ampinan DFFD 4 4 3 4 4 4 4 4 4
2 Lakdal x= = Arpinan DFFD Fl 3 4 4 4 4 3 4 4
3 Lakd-lakd ) SLTA | Arpinan DERD 4 4 4 4 4 3 3 4 4
4 Lokl = = Srvpoia 4 3 4 3 4 3 4 4 4
5 FonepLen £ ST Irapota 4 4 4 3 4 4 4 4 4
65 Lakidak 45 &= Srapoia 4 4 4 3 3 3 4 4 4
T Faerpen £ 51 rapota 4 3 3 % 3 4 3 3 4
2 Lakdak = =2 Srpota - 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Lakidak k=) = ApTa < 3 3 3 - | 3 3 3 3
0 Lkl = LTA Arepoia 4 3 3 4 3 4 4 3 3
M peonepien 40 aLTh Srwpota i 3 3 4 3 4 3 3 3
12 Lakidak 45 1 Irapota 4 3 3 4 4 3 3 3 3
13 Lakddas = £ Srapoia Fl 3 4 4 Fl 3 3 3 3
H  Foorpien =] =1 Irapota 4 4 3 3 4 4 3 3 3
15 Pemorpuen = =3l Irapoia 4 4 4 3 4 3 3 3 3
5 Lakddak o =3l Brapoia 4 3 3 3 4 4 ] 3 ]
T Lakdad =E = Arwpoia 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Lakdak 45 =1 Frpoia 4 3 3 3 3 4 3 3 3
= Lok-oM 40 £ Srapoia Fl 3 3 3 ] % 4 3 3
D Lakidak o SLTA Irapota 4 3 3 3 3 4 4 3 3
H Loki-dak =l R frapoia 4 3 3 3 3 3 4 F E]
Z Lakdak o =1 ot 4 3 3 3 3 4 4 3 3
5 Lakddas 55 aTh Srvpoia Fl 3 4 3 ] 4 3 ] 3
o Lakdasd & aTa Irapoia 4 4 4 3 3 3 3 3 3
5 Lakdakd &= SLTa Brapoia 4 3 4 3 3 3 4 3 ]
0 Ml P Lk e 100 &= &6 - - & & 1l &2
Mlas Mt M ate 4000 228 240 E ] A0 LAE 240 224 AZE
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d.Layanan Umum dan Rumah Tangga

_ ML R TLLRL RO LIRS B LR WA PR AT ILATAM BN MUMAH TAMOGE
Mo Ut Jen Falamn [T horm i
u uz2 ul [} us us ur ua w3
1 Lokl E = Arpinan DFFD 4 4 3 4 4 4 4 4 £
I Lakdal x = Arrpiran DFFD 4 ] Fi 4 4 4 3 3 3
3 Lakdad el BLTA | Arrpinan DEFRD 4 4 3 3 4 3 3 3 3
4 LakidaM = = g ] i 3 4 4 4 3 ! 3 3
5 Porerpaen £ TA Irapota 4 4 4 3 4 4 4 3 3 Rumah Targga
(-1 sz il 45 f==4 St 4 3 3 4 4 3 4 3 3 R Targma
T Peerpaan ¥ E Arapoda 4 ] 3 3 ] 4 4 3 3 Fumah Tamgga
& Lakdad = = i 4 3 4 3 3 3 3 3 3 AR
9 Lakdak *E =2 Irapota 4 3 3 3 3 3 4 3 3 Ruman Targga
0 Lakddad = TA Irapota 4 3 4 3 3 4 4 £ £ Rumah Targma
N pererrpuen &4 aTa Iapoia 4 3 3 3 3 3 4 3 3 R ara
12 Lakdad 5 E Irpoia 4 3 £l 3 3 3 £l 4 3 Fumah Tarogga
13 Lakdad = = - 4 4 4 3 3 3 4 4 3 Rurmah Tardpa
H Fenrpen E = Irapota 4 3 3 3 3 3 4 4 £ Rumah Targma
15 Pararpie e 51 St 4 4 4 3 3 3 4 Fl 3 R Targma
B Lakdad 50 E Irpoia 4 4 4 4 3 3 £l 4 3 Fumah Tarogga
7 Lakdad = = - 4 4 3 4 3 3 4 4 3 Rurmah Tardpa
1B Lakddad 45 = Irapota 4 3 4 4 3 3 4 £ £ R arpa
B Lakidak & 51 St 4 4 4 3 3 3 4 3 3 R Targma
D Laklak T BT It 4 4 3 3 3 3 3 3 3 Rt Tarcma
A Lakddad = aTA - 4 4 3 3 3 3 3 3 3 Rurmah Tardpa
Z Lakddad £l = Irapota 4 3 3 3 3 3 3 3 3 Ruman Targga
I Lakdas 2] aTa Lo ] Fi 3 3 3 3 3 3 3 3 Rimah Tarqma
#H o Lakdas T T Srpoia Fl 4 3 3 4 3 3 3 3 Fumah Taroga
5 Lakdad 55 aTa Irpoia 4 4 £l 3 4 3 4 3 3 Fumah Tarogga
JiE M b Par s o 10 " BE 2 2 k-l ] = TE
il Mt - e 4000 AR B4 -] 232 a0 B0 2B 1]
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e. Layanan Fasilitasi Pengawasan

ML AR TUAL FEPUASEN MASTAMAS AT LATAMAM FREILT A5 PENG A ASRM
Mo linst Janae Kol mis Lwa L dumai
ul [1-] 1= ] u4 [1-3 [1.3 ur 1] 1]
1 Laiai-Ladd = =1 Pmgran O0FRD 4 4 a 3 a 3 a F 3 = g ey
F Lakklakl £ &1 P ren CFRD 4 4 4 3 4 3 4 Fi 3 o gu = PLT Py
3 Lakklad ol ATA  Fmgren OFRD 4 4 4 3 4 3 4 4 3 =
4 Laki-Lak 3 = PR 4 4 4 4 3 3 4 4 3 o
S PR 4 T IR 4 4 4 4 3 3 4 4 4 R
6 LakkLak 45 = Lot 4 4 4 4 3 3 3 4 4 b gl R oy
T  Paerpuen -] & S 4 4 4 a 3 3 3 4 3 S T
& LakkLak = == S 4 4 4 a 3 3 1 4 3 S T
9 Lakilak 5= = PR 4 4 4 4 3 3 4 3 3 o
0 Laki-Lakl £l ATA SR 4 3 4 3 3 3 4 3 3 R
N praosan &0 HThA s 4 3 4 3 3 3 4 3 3 e gn ey
12 Laki-Lakl &5 51 s 4 3 4 3 3 3 3 3 3 e gn ey
13 LakiLakl 5 £ Srapria 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 gla I PL Py
H  Foorpaan = = Ll n et 4 3 3 3 4 3 3 3 3 ol e U
15 P o 51 e Fl 3 3 3 Fl 3 Fl 3 3 e n Ay
¥ LakiLakl o 51 s 4 3 3 3 3 4 4 3 3 e gn ey
7 Lakilakl B &1 Sraria 4 3 3 3 3 3 3 3 3 o gu = PLT Py
£ Lakklak 45 & ST 4 3 3 3 3 3 4 4 3 =
B Lakklak 40 & P 4 4 3 3 3 3 4 4 3 O
D LKkl @ T IR 4 4 3 3 3 3 3 4 3 R
A Laiai-Ladd = aTA Lt 4 4 3 3 3 3 3 F 3 = g ey
T LakkLak o 51 g 4 4 3 3 3 3 3 a 3 e gln Ly
I Lakklad 5= 2TA P 4 4 3 3 3 3 4 4 4 O
H Lakklad 47 ATA PR 4 4 3 3 3 3 4 4 4 o
5 Lakklak 5 ATA SR 4 3 3 3 4 3 3 4 4 R
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f. Layanan keuangan

_ M ILE A TR L SIS SR N RET AEE T LATAMAM M LA CRM
Mo Urut Jamo Salamin U damai
i uz ui - us us ur ua ug
1 Lo Lz £ & A rrpinan DERD 4 4 4 3 4 3 4 4 £} Mz g
2 LaWdad -} E] Arrpiran DPFFD 4 4 4 3 4 3 4 4 3 PR
3 Lakdak il AT | Ampinan DERD 4 4 4 3 4 3 4 4 3 i
4 Lak-daM = = Sraggota 4 4 4 4 3 3 4 4 3 P e Ty
5 Poerpen 45 ALTh Freia 4 4 4 4 3 3 4 4 4 g ey
- Ll L] 45 = Sraota 4 4 4 4 3 3 3 4 a S e g
T P *x =1 Srpota 4 4 4 4 3 3 3 4 3 e g
2 Lakdak 52 == Srpota 4 4 4 4 3 3 4 4 3 i
9 Lokl = = Arapeia 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3= ey
0 Lakdak = ALTh Freia 4 3 4 3 3 3 4 3 3 g ey
H pererpuen &0 ALTh Lige e =] 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2= ety
1F  Lakidlakl &5 k=3l dragoia 4 3 4 3 3 3 3 3 3 s s
13 Lakdas =3 £ ot Fl 3 a 3 Fl 3 3 3 3 o= g g
H Paapen = =1 Fropota 4 3 3 3 4 3 3 3 3 Sy
15 Poomrpon i =3l Arpoia 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2= ey
B Lakidak =] i3l Sria 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 ey
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H Lakidad 45 =l Srpota 4 3 3 3 3 3 4 4 3 i
B Lakdak 40 & Sraggota 4 4 3 3 3 3 4 4 3 P e Ty
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Total Angggaran Per Program dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

2023

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Penunjang Rp 35.108.214.776,- APBD
Urusan Pemerintah
Daerah
Program

2 DukunganPelaksanaan Rp 27.536.147.700,- APBD
Tugas dan Fungsi DPRD
Jumlah Anggaran Tahun| o, 5 644 362.476,- APBD

Perbandingan Target dan capaian IKM di Sekretariat DPRD Kabupaten Lain

regional Banjarmasin :




PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan memiliki 2 ( Dua ) sasaran strategis dan 2 (dua )
program yang harus dilaksanakan dengan 2 (Dua ) indikator kinerja
utama dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat
DPRD. Dari 2 (dua ) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat
capaian kinerja sekretariat DPRD kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan
bahwa 2 ( dua ) indikator kinerja utama telah mencapai target akhir Renstra

, yaitu sebagai berikut:

II. Pengukuran kinerja Eselon II/Sekretaris Dewan

Tabel II. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretaris DPRD

Kinerja Indikator Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Utama
Tingat 84,84 84,98 101 % A
Meningkatnya | Kepuasan IKM
Kualitas Angggota
pelayanan DPRD
Sekretariat terhadap
DPRD Pelayanan
Sekretariat
DPRD
Nilai SAKIP 75 71,20% | 95% BB

Dapat dilihat pada tabel diatas untuk pengukuran kinerja Utama
yaitu meningkatnya tata kelola Sekretariat DPRD dengan Indikator Hasil
Evaluasi Sakip pada tahun 2022 dibagi dari target akhir Renstra
Sekretariat DPRD telah mencapai target akhir Renstra dengan predikat
BB penilaian SAKIP di kategori BB akan tetapi jika di lihat dari tabel
penilaian AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2022 ada dua unsur penilaian

yang mengalami penurunan dapat dilihat dari tabel ;




1 Perencanaan Kinerja 30.00 23,18 2250
2 Pengukuran Kinerja 30.00 14,06 2040
3 Pelaporan Kinerja 15.00 1,41 10.05
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25.00 1,42 18,25
5 Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 13,08
aj A abilita erja 63,15 )
B BB

Komponen Perencanaan kinerja dan Pelaporan kinerja yang mengalami
penurunan.Hal ini di sebabkan belum perencanaan kinerja belum
sepenuhnya mempedomani perencanaan Kinerja jangka Panjang,
Laporan kinerja belum sepenuhnya di reviu secara berkala oleh kepala

bagian sampai Kepala SKPD.

Kedepan akan terus berupaya memperbaiki komponen- komponen

penilaian AKIP Sekretariat DPRD.

. Pengukuran kinerja Eselon III
1. Bagian Risalah,Persidangan dan Publikasi

Bagian Risalah,Persidangan dan publikasi Sekretariat DPRD
kabupaten Balangan mempunyai kegiatan melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun,
merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan
mengendalikan , kegiatan rapat, membuat risalah serta humas, protokol
dan publikasi.

Ada 3 ( tiga ) Kinerja utama Kepala Bagian Persidangan dan

Perundang- undangan dengan 3 ( tiga ) indikator, dapat dilihat pada
tabel berikut:



Tabel III.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Persidangan dan Perundang-

undangan
Kinerja Utama Indikator Target | Realisasi Capaian Kategori
Meningkatkannya| Persentase
Pelayanan Fasilitasi rapat
Fasilitasi Rapat penyusunan
Penyusunan dan | dan 100 % 100 % 100 % Sangat Puas
Pembahasan pembahasan
Program program
Pembentukan pembentukan
Peraturan Daerah | peraturan
daerah
Persentase
Meningkatkannya | Hasil 100 % 84 % 84 %
pelayanan Pelaksanaa Sangat Puas
Fasilitasi n Tugas
pelaksanaan tugas
Anggota DPRD
Meningkatnya Persentase 100 % 60 % 60 % Cukup Puas
Pelayanan hasil
Fasilitasi pengemban
Pengembangan gan
Kapasitas Anggota kapasitas
anggota
DPRD DPgRgD




Dari tabel di atas dapat diketahui untuk sasaran kinerja utama
dari kepala bagian persidangan dan Kajian perundang-undangan
yaitu Meningkatnya pelayanan fasilitasi rapat penyusunan dan
pembahasan program pembentukan peraturan daerah,
Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Anggota
DPRD dan Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan

Kapasitas Anggota DPRD.

Dari sub. bag. Kajian Perundang-undangan ada 20 Rancangan
Perda yang diusulkan Pemerintah Daerah telah di bahas,finalisasi 13
Raperda 6 Raperda APBD telah Selesai total 20 Raperda telah selesai
di bahas dengan capaian 100 %.

Raperda Inisiatif target ada 3 (tiga ) naskah telah di fasilitasi dibahas
dan masih tahap harmonisasi ke 3 buah raperdanya, akan berlanjut
ke tahun 2024 secara capaia indikator pada kinerja utamanya
persentase fasilitasi rapat penyusunan dan pembahasan program
pembentukan peraturan daerah yang sesuai standar telah tercapai
100 % , dengan demikian capaian predikat kinerja telah tercapai 100
% .Dengan predikat kinerja sangat memuas kan merupakan

peningkatan yang sangat baik dari tahun sebelumnya.

Hal ini merupakan wujud perbaikan rencana aksi dari tahun
sebelumnya dengan perbaikan koordinasi intens serta telah menjadi
komitmen Bersama dengan Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD
Balangan dalam menyelaraskan rencana kerja Propemperda untuk
mencapai tujuan dari indikator Kegiatan dan sub kegiatan dari

Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tugas anggota DPRD dengan capaian
kinerja 84 % predikat kinerja Sangat puas masih di nilai cukup
membaik dari tahun sebelumnya , ada beberapa pelaksanaan rapat
yang di jadwalkan ulang di karena kan belum Quarum sehingga
capaian target belum tercapai maksimal hal ini terjadi banyak
mautan politik yang tidak dapat di harmonisasikan sehingga perlu di
jadwalkan Kembali agar fasilitasi rapat DPRD dapat terlaksana dan

memenuhi standart.



Fasilitasi Pengembangan Kapasitas DPRD tidak dapat terlaksana

dengan maksimal hal ini di sebabkan rencana kerja DPRD yang

berubah tidak sesuai dengan hasil rapat kerja anggaran perubahan

tahun 2023.

Sehingga rencana kerja pelaksanaan bimtek Bersama yang semula

akan dilaksanakan di anggaran perubahan tidak terealisasi .Hal ini

sangat mempengaruhi capaian target 2023 semula 100 % hanya

dapat tercapai 60 % dengan predikat kinerja pelayanan Cukup Puas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Fasilitasi Rapat Anggaran

dan Pengawasan

Kinerja Utama

pelaksanaan tugas
Anggota DPRD

Indikator Target | Realisasi Capaian Kategori
. Persentase
Meningkatkannya | pgsi 100 % 84 % 84 %
pelayanan Pelaksanaan Sangat Puas
Fasilitasi Tugas




Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Umum dan Keuangan

Kinerja Utama

Sekretariat DPRD

Indikator Target | Realisasi | Capaian | Kategori
. Nilai
Meningkatkannya| gagip 71,20 * | 71,20 * 100 % BB
Akuntabilitas
Kinerja

Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 tentu masih banyak yang perlu di perbaiki

sesuai hasil rekomendasi Tim AKIP tahun 2022 yang telah tertuang dalam

rencana aksi.

Tabel di bawah ini hasil LHE tahun 2022 Sekretariat DPRD Balangan yang terus
berupaya melakukan perbaikan Akuntabilitas Kinerja dengan harapan hasil

kinerja Sekretariat DPRD dapat mensopport Target Kinerja Kabupaten

Balangan dalam Nilai SAKIP Kabupaten Balangan.

1 Perencanaan Kinerja 30.00 23,18 2250
2 Pengukuran Kinerja 30.00 14,06 2040
3 Pelaporan Kinerja 15.00 11,41 10.05
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25.00 1,42 1825
5 Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi 13,08
p ab : 63,15 )
B BB




Laporan Kurkin di Aplikasi E-Kino Triwulan IV 2023

SEKRETARIS DEWAN
1 Meningkatkan Kualitas Layanan il F Kepada il i il n Selaras Peningkatan Milai KM Masih Belum Terus Berupaya 62.644362.476.-/Peningkatan 84,98 nilai  Survei IKM di tahun depan di upayakan lebih maksimal dengan
Sekretariat DPRD Dewan Perwakilan Rakyst Daerah Pelayanan Pelayanan Pelayanzan dapat maksimal berinovasi dalam 8531 % Nilzi 1KM IKM sudah di sedizskan nya mesin survei pelayanan sesuai dengan
Kepada Dewan Kepada Dewan Kepada Dewan memberikan memberikan Semester Il FMDMN no 17 tahun 2017, akan lebih mempermudah pengisian
Perwakilan Perwakilan Perwakilan pelayanan yang pelayanan yang kusioner penilaizn pelayanan Sekretariat DPRD.
Rakyat Daersh Rakyat Daersh Rakyat Daerah prima terhadap  baik terhadap
Dewan Dewan
Perwskilan RakyatPerwakilan Rakyat
Daerah Dazerah
Kepala Bagian U dan K
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Milai SAKIP Milzi SAKIP Milai SAKIP Milai SAKIP n Selaras Meningkatnya nilai Serapan akan lebih cermat35.108.214.776/ Meningkatnya 72,20 ( Nilai Capaian target di Sekretariat DPRD tercapai 100 % efesiensi
Sekretariat DPRD Akuntabilitas kinerja  Anggaran tercapaidalam menyusun 86.23 % nilzi SAKIP tahn  anggaran kurang lebih 14 % dari total pagu Program
Sekretariat DPRD 86,46 % msilpa  kebutuh Akuntabilitas 2022 Penunjang Urusan Pemerintah daersh Kabupaten/ Kota
yang cukup besar anggaran kinerja
di perjalanan kegiatan DPRD Sekretariat
dinas DPRD DPRD
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
1 il i ‘Waktu Penyedizan gaji dan 12 bulan 72 bulan 12 bulan n Selaras Tersedianya dokumen Masih belum Akan - ‘Waktu 12 Bulan Target kinerja tercapai
administrasi umum dan Layanan tunjangan ASM,DPRD serta perencanaan dan dapat mzaksimal mengevaluasi Penyedisan gaji
administrasi keuangan dokumen Perencanaan dan keuangan,serta gaji ~ merencanakan  kembali rencana dan tunjangan
keuangan dan tunjangan lainnya anggaran dan kerjs DPRD ASN.DPRD
kebutuhan dengan serta dokumen

belania DPRD kebutuhan Perencanaan



1

1

Meningkatkan Kualitas Layanan Persentase persediaan 100 % 100 % 100 % IV
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana yang
terpenuhi

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Tersedianya dokumen perencanaan , Jumlah dokumesn 18 dokumen 90 Dokumen 18 dokumen IV
penganggaran dan pelaporan tepat perencanaan,
waktu penganggaran dan laporan
wang tersedia
Bendahara
Menyusun dan Jumlah dokumen 50 dokumen 600 Dokumen 50 dokumen 1V

mengadministrasikan keuangan penztausazhaan keuangan

Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Mengumpulkan,Menyusun dan Jumlah kebutuhan rumah 12 paket
mengajukan kebutuhan rumah tangga kantor yang di
tangga kantor SUsUn

60 paket 12 paket IV

Selaras

Selaras

Selaras

Selaras

Tersedianya sarana Prasarana
penunjang kebutuhan gedung utama

perkantoran untuk komisi
DPRD tahap
penataan ruang
kerja

Jumlah dokumen Renja DPRD

perencanaan.Anggaranbelum tersusun
dan penatausahaan  maksimal
wang tersedia

Jumlah dokumen
penatausahaan
keuangan

Sering trobel di
aplikasi CMSV

Tersedia nya barang  Masih belum

kebutuhan rumah dapat maksimal

tangga dalam
melaporkan
barang Milid
daerah yang ada
di Sekretariat
DPRD

Evaluasi -
prasarana yang
telah di sediakan
agar dapat di
fungsikan

Koordinasi intens -
dengan PPTK
Program
Dukungan
Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi
DPRD

Koordinasi intens -
dengan admin
CMSY

Akan lebih aktif -
koordinasi dan
merampungkan
sensus aset
daerah tepat
waktu

Persentase 100 %
persediaan

sarana dan

prasarana yang
terpenuhi

Jumlah 100 %
dokumen
perencanaan,
penganggaran

dan laporan

yang tersedia

Jumlah 100 %
dokumen
penatausahaan
keuangan

Jumlah 85 %
kebutuhan

rumah tangga
kantor yang di
susun

Target Kinerja tercapai

Akan lebih memperhatikan kualitas penyusunan
laporan perencanaan kinerja penganggaran dan
laporan keuangan

Pengembalian UP tepat waktu

Masih banyak data aset yang tidak di temukan,
sehingga belum dapat maksimal menyelesaikan
laporan Barang Milik Daerah di Sekretariat DFRD



Petugas Penggandaan

Menerima dan mencatat Jumlah berkas yang di
pengandaan sesuai dengan prosedurterima untuk di gandakan

50 Dokumen

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Persentase Hasil
pengembangan Kapasitas
Anggota DPRD

Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi
Pengembangan Kapasitas DPRD

Persentase Hasil
Pelaksanaan Tugas

Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD

Meningkatnya pelayanan fasilitasi  Persentase fasilitasi rapat

rapat penyusunan dan pembahasan penyusunan dan

program pembentukan peraturan  pembahasan program

daerah pembentukan peraturan
daerah yang sesual standar

Persentase
Hasil
pengembangan
Kapasitas
Anggota DPRD

Persentase
Hasil
Pelaksanaan
Tugas

Persentase
fasilitasi rapat
penyusunan
dan
pembahasan
program
pembentukan

600 Dakumen

Persentase
Hasil
pengembangan
Kapasitas
Anggota DFRD

Persentase
Hasil
Pelaksanaan
Tugas

Persentase
fasilitasi rapat
penyusunan
dan
pembahasan
program
pembentukan

50 Dokumen

Persentase
Hasil
pengembangan
Kapasitas
Anggota DPRD

Persentase
Hasil
Pelaksanaan
Tugas

Persentase
fasilitasi rapat
penyusunan
dan
pembahasan
program
pembentukan

v

v

v

Selaras

Selaras

Selaras

Selaras

Terselesaikan berkas
yang di terima untuk
di gandakan

Persentase Hasil
pengembangan
Kapasitas Anggota
DPRD

Persentase Hasil
Pelaksanaan Tugas
yang terfasilitasi

Persentase fasilitasi

rapat penyusunan dan Raperda dari
pembahasan program pemerintah

pembentukan

peraturan daerah yang [V akan di

sesuai standar

akan -
mengembalikan

Masih banyak
dokumen SP)

yang belum ke bidang sub
lengkap tanda  koordinator
tangannya kegiatan untuk

sehingga di tundamengevaluasi

untuk dan melengkapi
menggandakan  kelengkapan
dan dokumen SPI
mengarsipkan  yang akan di
dokumen 5PJ gandakan

Kegiatan Bimtek Koordinasi intens 1.326.381.000.- /

bersama tidak  dengan Seluruh 55,61 %
terlaksana karena Anggota DPRD
tingginya dalam menyusun
intensitas kembali rencana
kegiatan partai  kerja bimtek

bersama DRRD

Belum dapat
maksimal
memfasilitasi
rapat paripurna  anggota DPRD
karena belum serta pemerintah
quorum sehingga daerah

rapat di tunda

dan di agendakan

berikutnya

dengan Pimpinan 78,68 %
dan seluruh

Dras usulan
dengan Pimpinan 83,68 %
dan Bapemperda

daerah di triwulandalam menyusun

agenda rapat

agendakan rapat kerja pembahas

kerja raperda

Koordinasi intens 242.108200,- /

Koordinasi intens 9.647.213.300.- /

Jumiah berkas 86 %
yang di terima
untuk di

gandakan

Persentase 59,61 %
Hasil

pengembangan
Kapasitas

Anggota DPRD

Persentase 78,68 %
Hasil
Pelaksanaan

Tugas

Persentase
fasilitasi rapat
penyusunan
dan
pembahasan
program
pembentukan

83.68 %

Dokumen SPJ triwulan IV belum selesai di susun
dan di gandakan

Belum dapat terlaksana dengan maksimal
fasilitasi pengembangan kapasitas DPRD

Akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan
fasilitasi rapat DPRD agar dapat terlaksana
sesuai standar

Target Tercapai dari 20 Raperda usulan
Femrintah dan 3 Raperda Inisiatif telah
difasilitasi rapat pembahasan,di finalisasi dan
tuntas , kurang lebih 14 % efesiensi angggaran
dari perjalanan dinas DPRD yang semula di
rancang menggunakan penerbangan.




1

JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Mengoptimalkan rencana kerja
penyusunan dan pembahasan
program pembentukan peraturan
daera

Persentase rencana kerja
yang terealisasi

Penyusun Rancangan Perundang-undangan

Tersedianya Naskah / draf /naskah
kademik rapat peny

pembahasan pembentukan

Peraturan daerah

Jumlah Nasakah /
draf/naskah akademik yang
tersedia

Pengadministrasi Umum

Persentase pelaksanaan kegiatan Jumlah Rapat penyusunan

rapat penyusunan dan pembahasan dan pembahasan

pembentukan peraturan daerah pembentukan peraturan
daerah yang di fasilitasi

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

Terlaksananya pelatihan dan
pengembangan kapasitas yang
efektif

Jumlah Anggota yang
dilatih dan dikembangkan

Persentase
rencana kerja
yang terealisasi

Jumlah
Mazakah /
draf/naskah
akademik yang
tersedia

Jumlah Rapat
penyusunan
dan
pembahasan
pembentukan
peraturan
daerah yang di
fasilitasi

Jumlah
Anggota yang
dilatih dan
dikembangkan

Persentase
rencana kerja

yang terealisasi

Jumlah
Masakah /
draf/naskah
zkademik yang
tersedia

Jumlah Rapat
penyusunan
dan
pembahasan
pembentukan
peraturan
daerah yang di
fasilitasi

Jumlah
Anggota yang
dilatih dan
dikembangkan

Persentase v
rencana kerja
yang terealisasi

Jumlah v
Masakah /
draf/naskah
akademik yang
tersedia

Jumlah Rapat IV
penyusunan

dan

pembahasan
pembentukan
peraturan

daerah yang di
fasilitasi

Jumlah v
Anggota yang
dilatih dan
dikembangkan

Selaras

Selaras

Selaras

Selaras

Persentase rencana
kerja rapat
pembahasan raperda
yang terealisasi

Jumlah produk hukum
dan perundangan
yang di siapkan

Terfasilitasi rapat
penyusunan dan
pembentukan

peraturan daerah

Terfasilitasinya
pengembangan
kapasitas DPRD

Masih ada
raperda yang
memerlukan
harmonisasi
dengan
Kemenkumham

Maskzh / draf
usulan raperda
dari Pemerintah
wang di usulkan
ke DPRD pada
triwulan IV akan
di jadwal rapat
pembahasan di
tahun berikutnya.

Rencana kerja
rapat kerja
dengan DPRD
yang sering
berubah-ubah

Kurang optimal
menjadwalkan
rencana kerja
Bimtek bersama
DFRD

Koordinasi Intens -
dengan
Bapemperda dan
Komisi yang
membidangi
usulan raperda

Koordinasi intens -
dengan bidang
hukum sekretariat
Daerah

Koordinasi intens -
dengan antar su
bidanga dalam
menyusun rapat
kerja DPRD

Koordinasi intens -
dalam rapat kerja
DPRD

Persentase 100 %
rencana kerja

yang terealisasi

Jumlah 100 %
Masakah /
draffnaskah
akademik yang

tersedia

Jumlah Rapat 100 %
penyusunan

dan

pembahasan
pembentukan
peraturan

daerah yang di
fasilitasi

Jumlah
Anggota yang
dilatih dan
dikembangkan

59.81%

Target dari 20 Usulan Raperda dari pemerintah
daerah dan 3 dari Raperda inisiatif telah
semuanya di fasilitasi rapat
pembahasan,finalisasi serta harmonisasi

Maskah / draf raperda yang usulan baru telah
diterima dan siap di agendakan rapat kerja

pembahasan raperda

Belum teragendakan rapat kerja pembahasan

raperda yang baru

Belum terjadwalkan kembali rencana kerja

Bimtek bersama DPRD



Persentase fasilitasi pelaksanaan
tugas anggota DPRD yang sesuai
standart

Analis Publikasi

Terlaksananya pelatihan
meningkatkan pemahaman
pendalaman tugas fungsi Sebagai
Anggota

Tersedianya program kerja DPRD

Pengelola Persidangan

Tersusunnya jadwal rapat kerja
DPRD

Petugas Protokol

Tersusunnya jadwal rapat kerja
DPRD

Penjadwalan rapat banmus
/ alat kelengkapan dewan
lainnya

Jumlah Pelatihan yang
terlaksana

Jumlah Dokumen rencana
kerja DPRD

Jumlah Laporan Hasil rapat
kerja DPRD

Jumlah laporan Hasil Rapat
kerja DPRD

Penjadwalan
rapat banmus /
alat
kelengkapan
dewan lainnya

Jumlah
Pelztihan yang
terlaksana

Jumlah
Dokumen
rencana kerja
DPRD

Jumlah Laporan
Hasil rapat
kerja DPRD

Jumlah laparan
Hasil Rapat
kerja DPRD

Penjadwalan
rapat banmus /
alat
kelengkapan
dewan lainnya

Jumlah
Pelatihan yang
terlaksana

Jumlah
Dokumen
rencana kerja
DPRD

Jumlah Laporan
Hasil rapat
kerja DPRD

Jumilah laporan
Hasil Rapat
kerja DFRD

Penjadwalan v selatas
rapat banmus /

alat

kelengkapan

dewan lainnya

Jumlah v
Pelatihan yang
terlaksana

Selaras

Jumlah v
Dokumen
rencana kerja
DPRD

Selaras

Jumlah LaporanlV Selaras
Hasil rapat

kerja DPRD

Jumlah laporan IV Selatas
Hasil Rapat

kerja DPRD

Terfasilitasinya rapat
banmus / alat
kelengkapan dewan
lainnya

Terfasilitasinya
Pelatihan dan
pendalaman tugas
fungsi anggota DPRD

tersedianya Dokumen
rencana kerja DPRD

tersedianya Laporan

Hasil rapat kerja DPRD

Tersedianya laporan
Hasil Rapat paripurna
DPRD

Rapat kerja DPRD Koordinasi denga -
yang serng Staf Komisi serta
berubah Pimpjnan DPRD
penjadwalan
kerja Komisi yang
di setujuai oleh
Pimpinan DPRD

Rencana kerja Koordinasidan -
Bimtek bersama  evaluasi

DPRD tidak kebutuhan
terlaksana karena anggaran Bimtek
tingginya DPRD

intensistas

kegiatan partai

DPRD

Rencana kerja Koordinasi aktif -
DFRD tahun 2024 dalam rapat kerja
belum di sepakati DPRD

bersama

Rapat belum - -
terpenuhi sesuai
standar

Penjadwalan 78,68 %
rapat banmus /

alat

kelengkapan

dewan lainnya

pelaksanaannya

Jumlzh 59.81%
Pelatihan yang

terlaksana

Jumiah 100 %
Dokumen
rencana kerja

DPRD

Jumlah Laporan100 %
Hasil rapat
kerja DFRD

Jurnlah laporan 100 % -
Hasil Rapat
kerja DPRD

Belum konsistennya rencana kerja DPRD dengan



Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Meningkatnya Pelayanan Fasilitas  Persentase Hasil
Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD  Pelaksanaan Tugas

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas anggota DPRD yang sesuai
standart

Penjadwalan rapat alat
kelengkapan dewan lainnya

Persentase Fasilitasi Pelaksanaan
tugas anggota DPRD yang sesuai
standart

Persentase rapat alat
kelengkapan dewan lainnya

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Tersususnya jadwal rapat kerja DPR Jumlah laporan hasil rapat
kerja anggaran

Pengadministrasi Umum

Tersusunnya Laporan rekomendasi
DPRD

Jumlah rekomendasi yang
dikelurkan DPRD

Persentase
Hasil
Pelaksanaan
Tugas

Penjadwalan
rapat alat
kelengkapan
dewan lainnya

Persentase
rapat alat
kelengkapan
dewan lainnya

Jumlah laporan
hasil rapat kenja
anggaran

Jumlah
rekomendasi
yang
dikelurkan
DPRD

Persentase
Hasil
Pelaksanaan
Tugas

Penjadwalan
rapat alat
kelengkapan
dewan lainnya

Persentase
rapat alat
kelengkapan
dewan lainnya

Jumilah laporan
hasil rapat kerja
anggaran

Jumlah
rekomendasi
yang
dikelurkan
DPRD

Persentase Y Selaras
Hasil
Pelaksanaan

Tugas

Penjadwalan IV Selaras
rapat alat
kelengkapan

dewan lainnya

Persentase v Selaras
rapat alat
kelengkapan

dewan lainnya

Jumlah laporan IV Selaras
hasil rapat kerja

anggaran

Jumlah I\
rekomendasi
yang

dikelurkan

DPRD

Selaras

Persentase Fasilitasi
Hasil Pelaksanaan
Tugas DPRD

Terfasilitasi rapat alat
kelengkapan dewan
lainnya Rapat
Anggaran

Fresentase fasilitasi
kegiatan reses yang
telah di laksanakan

Tersedianya laporan
hasil rapat kerja
anggaran

Kurang aktif Koordinasi intens 371.701.400.- /
Jadwal Rapat antar komisi 100 %

kerja pengawasandalam menyusun

DPRD sesuai rapat kerja

tugas Komisi pengawasan

Rencana kerja Koorsinasi Intens -
rapat yang sering internal dan lintas
berubah Sektor
menyesuaiakn

kegiatan DPRD

dan TAPD

Terfasilitasinya
rapat alat
kelengkapan
dewan lainnya

Rapat kerja -
pengawasan

lintas sektor yang
belum tefjadwal
rutin bulanan

Tersedianya undangan - - -

rapat kerja DFRD
dengan SKPD lain

Persentase 100 % Koordinasi intens dengan ketua Kormisi

Fasilitasi Hasil penjadwalan rapat kerja pengawasan, koordinasi
Pelaksanaan dengan pendamping / staf komisi .

Tugas DPRD

Penjadwalan 100 % Tersedianya jadwal rapat kerja pembahasan
rapat alat anggran tahun 2024 tingkat komisi

kelengkapan

dewan lainnya

Persentase 100 % Jadwal rapat kerja pengawasan belum tersedia
rapat alat

kelengkapan
dewan lainnya

Jumlah laporan 4 Laporan
hasil rapat kerja
anggaran

Rapat kerja anggaran Antara TAPD dan DPRD
terfasilitasi 100 %

Jumlah 3 Dokumen Terfasilitasi 100 %
rekomendasi

yang

dikelurkan

DPRD



Dari laporan hasil Evaluasi Kinerja triwulan IV dapat tabel di atas dapat
dilihat bahwa Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD telah mencapai progress perbaikan secara terus
menerus target IKM pada Renstra lama telah tercapai dengan predikat
sangat memuaskan .

Sasaran kinerja Meningkatnya nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat
DPRD Balangan juga telah mencapai target Renstra lama dengan predikat
BB , besar harapan kami nanti nya akan terus mampu memberikan
fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap seluruh Anggota DPRD serta
Pemerintah daerah kea rah yang lebih baik lagi.

Perbaikan terus terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar
tujuan akhir dari target RPJMD Pemerintah Daerah dapat tercapai dan
lebih baik lagi



Capaian/hasil kinerja tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) yang di fasilitasi adalah sebagai berikut :
REKAP PROPEMPERDA TAHUN 2023
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.342/31/DPRD-BLG/2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022
NO JUDUL RAPERDA PENGUSUL KETERANGAN TAHUN 2023
1 [Rancangan Peraturan Deerah Kabupaten Balangan tentang Pe lestarian Kebudaysan Balangan (BARU) Diusulkan pada tanggal 9
PEMDA Movember2022 & di paripurnakan ANAL
dalam SK Propemperda Tahun 20023
2 |Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal Be rupa Barang Kepada PT Diusulkan pada tanggal 9
Bank Kalsel PEMDA November2022 & di paripurnakan ANAL
dalam SK Propemperda Tahun 20023
3 |Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Diusulkan pada tanggal 9
PEMDA November2022 & di paripurnakan ENAL
dalam SK Propemperda Tahun 20023
4 |Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Deerah Diusulkan pada tanggal 9
Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi PEMDA November2022 & di paripurnakan FINAL
dalam SK Propemperda Tahun 20023
5 |Rancangan Perauran Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Diusulkan pada tanggal 9
Kabupaten Balangan PEMDA November2022 & di paripurnakan LANIUT TAHUN 2024
dalam SK Propem perda Tahun 20023
6 |Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Diusulkan pada tanggal 9
PEMDA November2022 & di paripurnakan SELESAI
dalam SK Propemperda Tahun 20023
7 |Rancangan Peraturan Deerah Ksbupaten Balangan tentang Pertanggung Jawsban APSD Kabupaten Diusulkan pada tanggal 9
Balangan Tahun Anggaran 2022 PEMDA November2022 & di paripurnakan
dalam SK Propemperda Tahun 20023 SELESAI
B |Rancangan Peraturan Daerah Kahupaten Balangan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Diusulkan pada tanggal 9
PEMDA November2022 & di paripurnakan SELESAI
dalam SK Propemperda Tahun 20023
9 |Rancangan Peraturan Deerah Kshupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Diusulkan pada tanggal 9
PEMDA November2022 & di paripurnakan SELESAL
dalam SK Propemperda Tahun 20023
10 |Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa (BARU)
PEMDA LAMJUTAN TAHUN 2022 LANJUT TAHUN 2024
11 izi
R_ancangan Peraturan Daersh Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha PEMDA LANJUTAN TAHUN 2022 ANAL
diDaerah
12
Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Perubahan SOTK Nmor 2 Tahun 2021 PEMDA LAMNJUTAN TAHUN 2022 ANAL
1 PEMDA LAMJUTAN TAHUN 2022 ANAL
Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
14 |Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan PEMDA LAMJUTAN TAHUN 2022 HNAL
15 |Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Balangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah PEMDA LANJUTAN TAHUN 2022 AMNAL
16 |Rancangan Peraturan Deerzh Kabupaten Balangan tentang Bangunan Gedung PEMDA LANIUTAN TAHUN 2027 HINAL
17 | R P D h Kabupaten Bal tent; Perat Dy h M 25 Tahun 2013
ancangan Perauran Daerah Kabupaten Balangan tentang Peraturan Daerah Nomor ahun PEMDA LANJUTAN TAHUN 2022 ANAL
tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Pemukiman
18 i
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan PEMDA LANJUTAN TAHUN 2022 ANAL
Rakyat
1% |Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Lem baga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten
" ’ 5 & Lem baga Peny et LANJUTAN TAHUN 2022 ANAL
Balangan PEMDA
20
Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Pemajuan Kebudayaan dan ldentitas Daersh (=R BllD e e A
21 |Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Gotong Royong Masyarakat INISIATIF DPRD LANJUTAN TAHUN 2022 LANJUT TAHUN 2024
22 |Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Perkebunan Karet INISIATIF DPRD LANJUTAN TAHUN 2022 LANJUT TAHUN 2024
23 |Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Ke pariwisataan INISIATIF DPRD LANJUTAN TAHUN 2022 LANIUT TAHUN 2024
24 |R; Perat Deerah Kabupaten Bal tent; Pe dan Perlind Anak Yati
ancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penanganan dan Perlindungan Andl im TR ET TR TR AT T T AT
dan Fakir Miskin
25 |Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Perwakilan Daerah ST BT TR e AT T T i T
Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2014 te ntang Tanggung Jawah Sosial Perusahaan
26 |Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Perem puan terhadap Tindak
INISIATIF DPRD LAMJUTAN TAHUN 2022 LANJUT TAHUN 2024
Kekerasan
27
Rancangan Peraturan Deersh Kabupaten Balangan tentang k. 1 Adat di Kabupaten Balangan (=R BllD e e A
15 |Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten Balangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah
PEMDA LAMJUTAN TAHUN 2022 LANJUT TAHUN 2024




Ada 20 Raperda yang dari usulan Pemerintah Daerah dan 3 Raperda
Inisiatif total raperda ada 23 yang telah di fasilitasi pembahasan raperda
nya tercapai 100 % usulan raperda yang masuk di triwulan IV tahun 2023
akan di jadwal apat kerja pembahas raperda di tahun 2024 bersama DPRD

Pemerintah Daerah dan SKPD pengusul rancangan raperda.



2. Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari Anggaran
yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang
telah ditetapkan untuk mengevaluasi perjanjian kinerja dan anggaran
tahun 2023, perlu dilakukan perbandingan antara persentase capaian
kinerja dengan persentase penyerapan anggaran.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
Pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi dana sebesar
Rp.47.473.676.326, - ( Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh
Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua
Puluh Enam Rupiah) berdasarkan dokumen berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan
mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Balangan Tahun Anggaran
2023 menjadi sebesar Rp. 62.644.362.476, - ( Enam Puluh Dua Milyar
Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu
Empat Ratus Tuju Puluh Enam Rupiah )

Alokasi dana dimaksud diatas merupakan penjabaran dari belanja
tidak langsung sebesar Rp. 18.567.785.576, - ( Delapan Belas Milyar
Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu
Lima Ratus Twjuh Puluh Enam Rupiah). Dan belanja Tidak langsung
sebesar Rp. 44.076.576.900, - ( Empat Puluh Empat Milyar Tujuh
Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus
Rupiah).

Realisasi keuangan dari belanja tidak langsung plafon dana
Rp. 18.567.785.576, - terealisasi Rp. 17.486.992.701, - atau 95%
sedangkan dari belanja langsung Rp. 44.076.576.900, - terealisasi
sebesar Rp. 38.151.729.722, atau 87 % untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut:



Tabel X. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Persentase

No Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) (%)

Belanja
1. | Tidak 18.587.785.576,- 17.486.992.701,- 95 %

Langsung

Belanja Pegawai 18.587.785.576,- 17.486.992.701,- 95
2. | Belanja Langsung 44.076.576.900,- 38.151.729.722,- 87 %

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang 39.458.517.500,- 38.151.729.722,- 87

dan

Jasa

- Belanja Modal 4.618.059.400,-

Jumlah 62.664.362.476,- 55.638.722.423,- 88.80 %




Tabel XI. Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
(Rp)

%

LEBIH /
KURANG

=0 Z

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

38.007.559.951,-

31.003.752.063,-

81 %

7.003.807.888,-

1.1

Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

437.908.000,-

331.425.269,-

76 %

81.111.331,-

Penyusunan Dokumen
perencanaan perangkat
daerah

70.009.800,-

64.170.000,-

92%

5.839.800,-

Koordinasi dan
penyusunan dokumen
RKA-SKPD

30.319.600,-

26.716.500,-

88 %

3.603.100,-

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

40.352.000,-

21.688.500,-

54 %

18.663.500,-

Koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

199.669.300,-

143.664.369,-

72 %

56.004.931,-

1.2,

Administrasi Keuangan

3.491.563.546,-

2.599.512.149,-

74 %

193.556.969,-

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

36.401.200,-

32.183.800,-

88 %

4.217.400,-

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

54.000.800,-

35.954.600,-

66 %

18.046.200,-

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

7.155.300

7.047.500,-

98 %

107.800.-

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

3.426.961.946,-

3.274.827.577,-

95 %

152.134.369,-

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

17.366.500,-

16.131.000,-

93 %

1.235.500,-

Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan akhir
tahun SKPD

15.676.700,-

13.661.000,-

87 %

2.015.700,-

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

5.023.600,-

4.898.400.-

97 %

125.200,-

Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan semesteran
SKPD

26.534.800,-

10.860.000,-

41 %

15.674.800, -

1.3

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

939.272.000,-

719.726.576,-

77 %

42.102.163,-

Pengadaan pakaian dinas
beserta atribut
kelengkapannya

281.974.000,-

268.131.000,-

95 %

13.843.000,-

Bimbingan teknis
Implementasi Peraturan
Perundangan-undangan

657.298.000,-

374.706.364,-

S57%

282.591.636,-




1.4 | Administrasi Umum 4.765.465.300,- 3.951.059.029,- | 83 % | 136.283.470,-
Perangkat Daerah
Penyediaaan Komponen 75.205.100,- 74.622.579,- 99 % 582.521,-
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan 1.036.286.700,- 990.359.900 | 95 % 45.926.800,-
perlengkapan kantor
Jumlah Paket Peralatan 95.830.800,- 93.264.000,- | 97 % 2.566.800,-
Rumah Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik 684.720.600,- 683.078.750 | 99 % 1.641.850,-
Kantor
Penyediaan barang cetakan 108.377.100,- 108.143.800,- | 99 % 233.300,-
dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan 214.658.500,- 211.136.000 | 98 % 3.522.500,-
dan peraturan perundang-
undangan
Penyediaan Bahan/Material 135.888.000,- 110.185.625 | 81 % 25.702.375,-
Fasilitasi Kunjungan Tamu 199.600.000.- 190.000.000 | 95 % 9.600.000,-
Penyelenggaraan rapat 2.101.240.000,- 2.054.732.676 | 98 % 46.507.324,-
koordinasi dan konsultasi
SKPD
1.5 | Pengadaan Barang Milik 2.500.000.000,- | 2.252.049.000,- | 91 % 445.267.324,-
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas 700.000.000 472.300.000,- | 67 % 227.700.000,-
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel 830.000.000 818.350.000,- | 98 % 11.650.000,-
Pengadaan Peralatan dan 970.000.000 961.399.000,- | 99 % 8.601.000,-
mesin lainnya
1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang 3.277.850.900 | 2.794.368.043,- | 85 % 483.482.857,-

urusan Pemerintah Daerah




Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik

491.100.000,-

373.966.386,-

76 %

117.133.614,-

Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor

145.495.400,-

102.375.000,-

70

43.120.400,-

Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor

2.641.255.500,-

2.318.026.657,-

86 %

323.228.843,-

1.7

Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

2.089.294.100,-

2.055.598.266

98 %

33.695.834,-

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

231.664.600,-

229.395.589,-

99 %

2.269.011,-

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

436.340.500,-

428.712.746,-

98 %

7.627.754,-

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

194.265.000,-

181.250.000,-

93 %

13.015.000,-

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.227.024.000,-

1.216.239.931,-

99 %

10.784.069.,-

1.8

Layanan Administrasi DPRD

1.751.149.900,-

1.587.219.172,-

91 %

163.930.728,-

Pengadaan dan Pemeliharaan
Kebutuhan Rumah

1.751.149.900,-

1.587.219.172,-

91 %

163.930.728,-

1.9

Layanan Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD

15.969.369.530,-

14.992.629.788

94 %

976.739.742,-

Penyelenggaraan administrasi
keuangan DPRD

15.140.823.630,-

14.992.629.788,

99 %

1.48.193.842,-

Penyediaan Pakaian Dinas
dan Atribut DPRD

800.545.900,-

747.410.000,-

93 %

53.135.900,-

Pelaksanaan Medical Check
Up DPRD

28.000.000

28.000.000.-




PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD

27.536.147.700,-

23.146.694.214

84 %

4.389.453.486,-

Pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan DPRD

9.647.213.300,-

8.073.020.208,-

84 %

1.574.193.092,-

Penyusunan dan Pembahasan
Program Pembentukan
Peraturan Daerah

2.116.761.000,-

1.769.091.113,-

84 %

347.669.887,-

Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah

5.686.224.500,-

4.783.183.152

85 %

903.041.348,-

Penyelenggaraan Kajian
Perundang-Undangan

1.325.147.800,-

1.026.665.943,-

77 %

208.481.857,-

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

519.080.000,-

494.080.000,-

95 %

25.000.000,-

Pembahasan Kebijakan
Anggaran

205.156.800

195.322.000,-

95 %

9.834.800,-

Pembahasan KUA dan PPAS

15.968.800,-

13.500.000,-

84 %

2.469.800,-

Pembahasan Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS

12.452.200,-

12.000.000

96 %

452.000,-

Pembahasan APBD

85.456.800,-

84.966.000,-

99 %

490.800,-

Pembahasan APBD Perubahan

82.889.000,-

79.856.000,-

96 %

3.033.000,-

Pembahasan Laporan Semester

2.942.800,-

0,-

0 %

2.942.800,-

Pembahasan
Pertanggung jawaban
APBD

5.447.200,-

5.000.000,-

92 %

447.200,-

Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

166.545.400,-

152.104.000,-

91 %

40.835.000,-

Pengawasan Urusan
Pemerintahan bidang
Pemerintahan dan Hukum

21.087.600,-

18.587.600

88 %

2.500.000-

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

19.716.400

19.016.400

96 %

700.000,-

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

18.042.000

17.500.000

97 %

542.000,-




Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Perekonomian

16.035.200,-

15.500.000

97 %

535.200,-

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Alam

7.866.400

7.500.000

96 %

366.400,-

Pengawasan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan

2.904.600

0 %

2.904.600,-

Pengawasan Penggunaan
Anggaran

20.539.200,-

14.000.000

68 %

6.539.200,-

Pembahasan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daera

60.354.000,-

60.000.000

94 %

354.000,-

Peningkatan Kapasitas
DPRD

3.549.129.200

2.714.356.830

76 %

834.772.370,-

Bimbingan Teknis
DPRD

1.326.361.000,-

928.378.803,-

70 %

398.004.170,-

Orientasi DPRD

0 %

Publikasi dan
Dokumentasi Dewan

1.928.178.200,-

1.679.661.700,-

87 %

248.516.500,-

Penyediaan Kelompok
Pakar dan Tim Ahli

0 %

Penyediaan Tenaga Ahli
Fraksi

0 %

Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat

88.675.000,-

81.311.000,-

92 %

7.364.000,-

Penyusunan Program Kerja
DPRD

205.915.000,-

160.150.000,-

78 %

45.765.000,-

Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyaraka

2.474.596.300,-

2.395.656.200,-

97 %

78.940.100,-




Kunjungan Kerja dalam 57.150.000 37.745.000,- 66 % 19.405.000,-

Daerah

Penyusunan Pokok-Pokok 59.717.300,- 49.530.400,- 83 % 10.186.900,-

Pikiran DPRD

Pelaksanaan Reses 2.357.729.000 | 2.308.380.800,- 98 % 49.348.200,-

Pembahasan Kerja Sama 503.263.600,- | 295.692.059,- 59 % |207.571.541,-

Daerah

Fasilitasi, Verifikasi ,dan 0

koordinasi persetujuan

kerjasama daerah

Penyusunan Bahan 503.263.600,- 295.692.059,- 59 % 207.571.541,-

Komunikasi dan Publikasi

Fasilitasi Tugas DPRD 10.990.243.100 | 9.320.542.917 85 % [1.669.700.683
=

Koordinasi dan Konsultasi 10.591.737.800 | 9.025.517.917,- 85% [1.566.219.883,

Pelaksanaan Tugas DPRD -

Penyusunan Laporan 88.797.100,- 48.325.000,- 54 % 40.472.100,-

Kinerja DPRD

Fasilitasi Pelaksanaan 67.600.000,- 56.200.000,- 83% 11.400.000,-

Tugas Badan Musyawarah

Fasilitasi Tugas DPRD 242.108.200,- 190.500.000,- 79 % 51.608.200,-




2. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan, Hambatan/Kegagalan
dan Solusi

Penilaian terhadap capaian kinerja kantor Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan tahun 2023 ini tidak terlepas dari kendala-kendala dan
hambatan- hambatannya. Dibawah ini diuraikan faktor-faktor penyebab
keberhasilan, hambatan dan solusi untuk pencapaian kinerja dari
Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, yang terdiri dari:

e Penyebab Keberhasilan

1. Dukungan Anggaran yang besar dari Kepala Daerah dalam mendukung
Fasilitasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2. Penyusunan rencana ,kegiatan ,anggaran dan target kegiatan yang mulai
tersusun baik.

3. Komitmen Bersama perbaikan kinerja ke arah SAKIP yang lebih baik.

¢ Hambatan atau Kendala

Adapun Hambatan/Kendala dalam pencapaian kinerja terhadap
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD serta
kwalitas pelayanan sekretariat DPRD terhadap anggota dewan yaitu:

Pada setiap kegiatan rapat tentunya harus berdasarkan kourum,

baik 1/2 maupun 2/3 atau 3/4 dari Anggota baik itu untuk

melaksanakan rapat maupun untuk mengambil keputusan

sebagaimana ketentuan dalam

peraturan pemerintah maupun sesuai tata tertib DPRD sehingga
dari beberapa jadwal rapat yang telah dijadwalkan harus tertunda
atau dibatalkan karena kourum tidak terpenuhi karena kehadiran
yang tidak mencukupi atau karena proses negosiasi politik yang
tidak mencapai kesepakatan

Padatnya jadwal kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan,

sehingga tidak dapat memastikan waktu kegiatan rapat

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten
dalam Pencapaian Kinerja

Jadwal kegiatan Anggota Dewan yang selalu berubah.
Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai

dalam kelancaran pengambilan keputusan.



. Solusi /Strategi Pemecahan Masalah
Berkaitan dengan kendala/hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Balangan dalam mewujudkan kinerja utama ditahun

2023 perlu dilakukan upaya pemecahan masalah/solusi, agar ke

depannya sekretariat DPRD Kab. Balangan dapat meningkatkan

kinerjanya, baik dari segi dari indikator kinerja utama (IKU), anggaran
serta strategi pemecahan masalahnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Membuat rancangan/penjadwalan rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada tatib
DPRD.

2. Memanfaatkan atau memaksimalkan Web.site dprd sebagai
informasi kegiatan DPRD secara Berkala.

3. Menjalin komunikasi yang intens dengan masing-masing staf komisi
perihal agenda rapat yang akan dilaksanakan.

4. Adanya pembagian program dan kegiatan yang sesuai dengan
tupoksi agar dapat menyajikan target dan capaian indikator dengan
baik.

5. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai
ASN dan penempatan yang sesuai dengan kompetensi untuk

mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat DPRD.



4. Analisa atau Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya Dalam rangka
menunjang tercapainya Program Utama Sekretariat DPRD Kabupaten
Balangan pada Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar Rp.
62.644.362.476, - terealisasi sebesar Rp. 55.638.722.423, - yang
terealisasi atau sebesar 89 %.

Efisiensi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama
disajikan sebagai berikut:

Tabel XII. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No Indikator Target Realisasi Efisiensi %
Kinerja

1 Program 35.108.214.776,- | 32.492.028.209, | 2.616.186.567,- 8 %
Penunjang -
Urusan
Pemerintah
Daerah

2 Program 27.536.147.700,- |23.146.694.214, | 4.389.453.486,- | 15 %
Dukungan -
Pelaksanaan
Tugas dan

Fungsi DPRD

Jumlah 62.644.362.476,- |45.308.401.318 (7.005.640.053,- | 23 %

Total 62.644.362.476,- |145.308.401.318 23 %
Belanja ,- | 7.005640.053,-
langsung

Pada Kegiatan di atas efesiensi anggaran karena pelaksanaan
kegiatan tidak berjalan dengan efektif pada Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan peraturan
daerah dan peraturan DPRD,Peningkatan Kapasitas DPRD,dan Fasilitasi
Tugas DPRD.

Pada APBD perubahan 2023 kegiatan DPRD di program Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD di susun berdasarakan tingginya
intensitas permintaan semua anggota DPRD agar kebutuhan fasilitas
perjalanan dinas DPRD sudah di sesuai kan dengan aturan Perpres
terbaru yang mengatur tarif dan biaya perjalanan dinas seluruh anggota
DPRD dengan tarif Lumpsum.Tingginya biaya — biaya yang harus kami
sesuaikan dengan dasar pertama adalah Perpres 33 tahun 2023 yang
kemudian akan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

masing-masing daerah otonomi.



Tahapan penyusunan Anggran Perubahan tahun 2023 Sekretariat
DPRD

Menyusun dengan acuan perpres 33 tahun 2023,dengan juknis yang

belum begitu jelas bagaimana perhitungan pertanggungjawabnnya

sehingga kami Menyusun dengan asumsi tertinggi dengan
menggunakan

asumsi penerbangan.

Setelah APBD perubahan di Sahkan dan perbup perjalanan dinas
DPRD
yang di sesuaikan dengan perpreas 33 tahun 2023 dan data dukung
lampiran perjalanan dinas yang harus di lampirkan dalam
pertanggungjawaban bukti perjalanan dinas,hal ini berdampak juga
pada berubahnya rencana kerja kegiatan DPRD.
Jika Kita lihat dari capaan target kinerja yang di capai di Program
dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tercapai cukup tinggi,
Sub kegiatan pembahasan raperda target 23 Raperda telah tercapai
fasilitasi pembahasan raperda, dan telah finalisasi , target pembahasan
anggaran dan pengawasan tercapai 100 % dan sisa anggaran murni
telah di pindah ke sub kegiatan yang lain efesiensi dan efektifitas
anggaran telah terukur dan terarah dengan baik.
Sub kegiatan Pendalaman tugas DPRD tidak terlaksana dengan efektif
hal ini karena tingginya intensitas kegiatan partai dari pengusung
DPRD itu sendiri, yang tidak di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
Sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD juga
kurang dapat efektif di gunakan karena belum mampu dengan tepat
menghitung kebutuhan perjalanan dinas seluruh anggota DPRD ,
kelemahan kami dalam setiap kali Menyusun perencanaan kebutuhan
kegiatan Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
adalah rencana kerja DPRD yang dinamis diluar dari kesepakatan oleh
DPRD Balangan itu sendiri.
Kedepan kami terus berupaya meminimal hal tersebut di atas terulang,
dan dapat Menyusun perencanaan kegiatan , anggaran yang efektif dan

efisiensi serta target kinerja yang dapat tercapai maksimal.



BAB IV

KINERJA LAINNYA

Dalam Upaya mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Balangan
dalam mefasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah berupaya terus
meperbaiki pelayanan dalam memfasilitasi seluruh kegiatan dalam program dan

dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut.

Berikutnya ada beberapa kinerja lainnya yang telah berprogres kearah yang lebih
baik dari tahun ke tahun dengan harapan kami dapat memberikan pelayanan yang
prima terhadap seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Daerah serta menjadi
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kebanggaan Masyarakat
Balangan.

Sudah aktifnya JDIH DPRD Kabupaten Balangan , merupakan wadah mengakses
produk hukum yang di keluarkan oleh DPRD Balangan yang dapat di akses pada
website JDIH



EVALUASI PELAKSANAAN JDIHN

PADA DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

|. ORGANISASI

Nama Instansi
Nomenklatur JDIH

Alamat

Kodepos

Telepon

Faksimili

Website Utama

Website JDIH

Email

Jumlah anggota |DIH di
lingkungan/wilayah JDIH
Jumlah UPT/OPD

Tahun Berdiri

Tahun Integrasi

Dasar Hukum Pembentukan JDIH
SK Tim Teknis

SOP Pengelolaan JDIH

DPRD Kabupaten Balangan

Sub Kajian Perundang-Undangan
JLAkhmad Yani Km 2,5 Paringin
Kab. Balangan

Kalimantan Selatan

71617

081528428187 (admin)

0526 2094195
http://dprd-balangankab.go.id/
https://jdih-dprd.balangankab.go.id/

humas.dprd.balangan@gmail.com /
peruuansetwan.blg@gmail.com
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Il. SUMBER DAYA MANUSIA (Pada Biro, Bagian, Bidang, dan Lainnya)

Kepala Bagian

Nama H. HASAN NOR ARIFIN, SH, MH



Tersedianya mesin survey pelayanan agar dapat mempermudah
melakukan survy penilaian IKM terhadap 6 unsur pelayanan yang ada di
Sekretariat DPRD Balangan, di upayakan akan di aktif kan di tahun 2024 mesin
survey IKM ini di oprasikan dengan sesuai standar kuisioner Permenpan nomor
14 tahun 2017.

Data Induk di aplikasi suvey belum di sesuaikan .

Sosial media yang mulai hidup dan aktif dalam menyajikan informasi
kegiatan seluruh Anggota DPRD yang dapat di akses melalui Website DPRD

Balangan,Instagram publikasidprdbalangan.
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BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan Balangan disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka
memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk
menyiapkan LKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja
yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan Balangan pada hakikatnya untuk meningkatkan
kinerja dan sekaligus meningkatkan profesionalisme, memberikan suatu
pelayanan serta menampilkan berbagai jasa pelayanan yang memberikan
arti dan makna bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan

Balangan.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan Tahun 2023
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja,
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas
Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Balangan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan
yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean

goverment)|.

Paringin, Januari 2024.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEDN/BALANGAN




SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

JL. AYANI KM 2,5 KECAMATAN PARINGIN SELATAN KELURAHAN BATU PIRING
KALIMANTAN SELATAN KODE POS 71618



